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ABSTRAK 
  
S u r a j i,  S. 340908023-2010,   PENERAPAN  UNDANG UNDANG 
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DALAM 
KONTEKS PRINSIP SYARIAH MENGENAI  PRODUK PEMBIAYAAN 
(Studi Kasus di Koperasi Jasa Keungan Syariah (KJKS) Bait Al Maal Wa At 
Tamwil (BMT) Mitra Mandiri Wonogiri).  Tesis  Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam kontek prinsip syariah, mengenai 
pruduk pembiayaan di KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, dan peran Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) untuk merealisasikan kesesuaian produk pembiayaan 
dengan prinsip syariah.  
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, konsep hukum 
yang digunakan adalah konsep hukum yang ke-2 yaitu hukum adalah norma-
norma positif didalam sistem perundang-undangan nasional. Data ini 
dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi pustaka atau lazim disebut data 
sekunder.  Data yang terkumpul selanjutnya dikaji, secara metoda deduksi atau 
silogisme deduksi , penulis memulai dari data-data yang bersifat umum (premis 
Mayor)  yaitu prinsip-prinsip perokonomian dalam Islam, prinsip-prinsip ekonomi 
syariah yang telah menjadi norma-norma dalam bentuk peraturan-peraturan 
perundang-unangan. Kemudian yang bersifat khusus (premis minor) adalah p-
enerapan peraturan perundang-undangan perbankan syariah dalam konteks prinsip 
syariah  mengenai pembiayaan di KJKS BMT Mitara Mandiri Wonogiri, untuk 
selanjutnya dari keduanya ditarik hubungan sebagai sebuah kesimpulan 
(konklusi). 
 Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam 
penelitian ini dapat disimpulkan,    telah diterapkannya pasal 2 dan penjelasannya 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,  yaitu tidak 
ditemukannya unsur-unsur : Perjudian (maisyir),  ketidak jelasan (Gharar), Bunga 
(riba), suap menyuap (Risywah), dan kebatilan (Dhulm/ Zalim). Dan peran 
Dewan Pengawas Syariah (DPS)  pada Lembaga KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri berperan sebagai  konsultan,   dan  pengangkatan DPS tidak melalui 
mekanisme dan seleksi ketat  sebagaimana di perbankan syariah.  Dan DPS 
bertanggung jawab penuh atas konsistensi BMT dalam menjalankan norma-norma 
dalam konteks prinsip syariah   sebagai landasan idiologi Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS).  Kaitannya dengan   Pengawasan dari aspek operasional dan 
produk baik penghimpunan maupun pembiayaan. DPS di KJKS BMT Mitra 
Mandiri senantiasa mengadakan  pengawasan berbasis moral. 
 
   Kata Kunci :  Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), KJKS BMT 
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ABSTRACT 
 
Suraji. S  340908023, 2010. Implementation of Law No. 21 / 2008 of the 
Islamic Banking in the Context of sharia Financing Products ( A Case Study 
in Cooperative Financial Services Sharia ( KJKS ) Bait Al Maal Wa At 
Tamwil ( BMT ) Mitra Mandiri Wonogiri. Thesis : Post Graduate Program of 
Sebelas Maret University Surakarta. 
  
 This research is about implementation of Law No. 21 / 2008 of the Islamic 
Banking in the Context of Sharia Financing Producht in Cooperative 
FinancialServices Sharia ( KJKS ) BMT Mitra Mandiri Wonogiri, and the role of 
the Sharia Suvervisory Board( DPS ) for the realization of financing products to 
conform with Islamic principles. 
 This research included doctrinal legal research, legal concept used is the 
law as positive norms in the national legislation system. Data collected by library 
reseach tecniques, or secundary data. The collected data were examined using the 
method  of deduktion or sillogism deduction. The author started from the data 
which are  general (mayor premise) such as the principles of Islamic economy  
which has becane the norms in the form of legislation. Then that is specipic 
(minor premise) that the impementation of law of the Islamic Banking in the 
contexs of the Syaria financing producht in Cooperative Financialservice Sharia  
(KJKS) BMT Mitra Mandiri Wonogiri,  for the conclusionsdraw following. 
 The results showed that the implementation of article 2 and the 
explanation of Act NO 21/2008 of the Islamic Banking, which is not found in the 
elements : gambling (maisyir), unclear (gharar), , interest (riba), bribery 
(risywah), and vanity (dhulm/Zalim). The role of the sharia supervisory board  
(DPS). Sop that the role ofthe sharia         supervisory board  (DPS).  in institution 
KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri  to be  consultations. And appointment of 
DPS and not throught the mechanism of strict selection, and DPS are fully 
responsible for the consistency of BMT on running the Islamic norm. Relation to 
the supervision of the operational aspecht and products, DPS in KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri always held the moral-based surveillance. 
 
Key Word :  Contexs of Sharia,  Sharia supervisory Boat, KJKS BMT Mita    
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Wacana ekonomi Islam dan keuangan Islam (baca : Perbankan 
Islam/Islamic banking )  menjadi topik diskusi yang menarik  di antara 
Negara- negara Islam pada paruh akhir abad ke 20. Diskusi tersebut 
melahirkan gerakan - gerakan yang merupakan titik awal kebangkitan Islam 
dalam bidang ekonomi dan keuangan. Gerakan dalam bidang ekonomi dan 
keuangan tersebut tiada lain disebabkan oleh ketertinggalan. Negara - negara 
Islam dalam bidang ekonomi dan kegelisahan terhadap praktek perbankan 
dengan sistem bunga (interest banking). Pemikiran dan gerakan tersebut 
merupakan  tonggak awal  bagi pertumbuhan keuangan Islam pada tahun - 
tahun berikutnya di berbagai belahan negara - negara Islam, termasuk 
Indonesia. 
Dalam konteks Indonesia, Institusi keuangan Islam berkembang pasca 
krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada paruh akhir tahun 1997 yang 
meliputi sektor perbankan dengan kredit macet  dan negative spread. 
meskipun secara  de facto institusi keuangan Islam telah tumbuh pada tahun 
1991dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai 
beroperasi pada bulan Mei tahun 1992,1 namun Institusi keuangan Islam atau 
Perbankan Syariah  baru dapat dukungan baik secara politik (political will) 
dan hukum (regulation) pasca-krisis, sehingga krisis ekonomi merupakan 
ekses positif bagi tumbuh-kembangnya Institusi keuangan Islam. 
Sebagai ilustrasi  Pada awal periode 1980-an telah mulai dilakukan 
diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi nasional. Para tokoh 
yang terlibat dalam kajian tersebut antara lain : Karnaen A. Perwata Atmaja , 
                                                 
1 Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 
25. 
 
  xvi 
M. Dawam Raharjo, A.M. Syaifuddin, M. Amin Aziz dan lainnya.2 Beberapa 
uji coba pada skala yang relatif terbatas  telah diwujudkan, di antaranya 
adalah Baitut Tamwil Salman Bandung dan koperasi Ridho Gusti Jakarta, 
pada tanggal 18-20 Agustus 1990 MUI menyelenggarakan lokakarya bunga 
bank dan perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut 
dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI yang 
berlangsung di Hotel Sahid Jakarta 22-25 Agustus 1990, untuk selanjutnya 
dibentuk kelompok kerja yang disebut dengan TIM perbankan MUI yang 
bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.3  
Hasil dari Tim Perbankan MUI tersebut adalah ditandatanganinya  Akte 
Pendirian PT Bank Muamalah Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1991, dan 
pada saat penandatanganan tersebut terkumpul komitmen pembelian saham 
sebanyak Rp.84 milyar. Dalam acara silaturahmi dengan Presiden di Istana 
Bogor pada tanggal 3 Nopember 1991 dapat dipenuhi dengan total komitmen 
modal disetor awal sebesar Rp. 106.136.382.000,- dan pada tanggal 1 Mei 
1992 BMI mulai beroperasi.4   
Pada era reformasi perkembangan  Perbankan Syariah  ditandai dengan 
diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Undang-Undang nomor. 7 tahun 1992 tentang  Perbankan, dalam Undang 
undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha 
yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, juga 
memberikan arahan bagi bank  konvensional untuk membuka cabang syariah 
atau  mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Dan perkembangan 
selanjutnya bank syariah semakin eksis di bumi pertiwi dengan 
diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah . 
                                                 
2 M.Amin Aziz , Mengembangkan bank Islam di Indonesia, Bangkit, Jakarta, 1992; 
disadur oleh Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta, 2001, 
 hlm. 25. 
3 Syafii, Op, cit. hlm. 25 
4 Ibid, hlm. 26. 
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Di Indonesia, ada dua lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank 
dan lembaga keuangan nonbank, hal ini untuk membedakan tugas dan 
fungsinya. Lembaga keuangan bank dapat menarik dana langsung dari 
masyarakat dalam bentuk tabungan sedangkan lembaga nonbank tidak 
demikian. Begitupun Lembaga Keuangan Syariah dapat dibedakan menjadi 
dua, yaitu bank dan bukan  bank . Bank adalah badan usaha yang berfungsi 
menghimpun dana dari masyarakat  dalam bentuk kridit dan /atau bentuk-
bentuk lainnya  dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 5 
Bank dari segi jenisnya dapat dibedakan menjadi dua  yaitu : 1). Bank 
Umum ; 2). Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Oleh karena itu Lembaga 
Keuangan Syariah  pun pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu : 1). Bank 
Umum Syariah (BUS); 2). Bank Pembiayaan (bukan perkreditan) Rakyat 
Syariah (BPRS).6Akan tetapi dalam praktek terdapat bentuk bank yang khusus 
yang berkaitan dengan sistem syariah , yaitu selain BUS juga terdapat Bank 
Syariah yang berupa Unit Usaha Syariah (UUS) karena dibolehkannya bank 
menjalankan dua sistem secara sekaligus  (dual banking system). 
Adapun lembaga keuangan non bank antara lain adalah perusahaan-
perusahaan leasing. Dalam konteks ekonomi syariah, yang termasuk lembaga 
keuangan non bank antara lain : Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) . Disamping 
itu dikembangkan pula koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) yang dimotori 
Dinas Koperasi dan Reksadana Syariah.7  
Adapun sejarah lahirnya istilah  Baitu Tamwil (BT) di Indonesia semula 
dikenal dan populer lewat BT Teksona di Bandung dan BT Ridho Gusti di 
Jakarta keduanya sekarang tidak ada lagi. Setelah itu walaupun dengan bentuk 
yang berbeda namun memiliki persamaan dalam tata kerjanya, pada bulan 
Agustus 1991 berdiri sebuah Bank Perkriditan Rakyat Syariah (BPRS)  di 
Bandung. Kelahirannya terus diikuti beroperasinya  Bank Muamalat Indonesia 
                                                 
5 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor  7 
tahun 1992 tentang Perbankan , pasal 1 Nomor 1. 
6 Bank Indonesia (BI),  Petunjuk pelaksanaan pembukaan kantor Bank Syariah, Bank 
Indonesia  (BI),  Jakarta, 1999.  
7  Jaih Mubarok, Prospek Ekonomi Syariah di Indonesia, artikel  pada  Mimbar Hukum  
Journal of Islamic Law, Nomor 66 , 2008, hlm. 25. 
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(BMI) pada bulan Juni 1992.8 Oleh karena operasionalisasi BMI kurang 
menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk 
mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPRS dan BMT yang 
bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah-daerah.9 
BMT merupakan variasi baru dari lembaga keuangan Islam yang 
tumbuh dan berkemabang karena adanya gairah dan usaha mengembangkan 
ekonomi syariah terutama di kalangan bawah yang cukup tinggi, sementara 
terdapat hambatan-hambatan yang berkaitan dengan ketentuan yudridis 
formal. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang serupa dengan 
koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), melayani segmen 
masyarakat bawah (grass-root level) yang sulit berhubungan dengan bank. 
Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari 
Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Keci (YINBUK) yang diprakarsai oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), ICMI dan BMI.10   
Lahirnya BMT ini diantaranya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai 
berikut : 
1. Agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis 
dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang 
mempunyai modal banyak. Sehingga ditawarkan sebuah sistem ekonomi 
yang berbasis syariah. Ekonomi syariah dimaksud adalah suatu sistem 
yang dibangaun atas dasar adanya nilai etika yang tertanam seperti 
pelarangan tentang penipuan dan bentuk kecurangan, adanya hitam diatas 
putih ketika terjadi transaksi, dan adanya penanaman kejujuran terhadap 
semua orang dan lain-lain.  
2. Melakukian pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah 
kebawah secara intensif dan berkelanjutan. 
                                                 
8 Ahmad Sumiyanto,  BMT Menuju Koperasi Modern,  : ISES Publishing Yogyakarta, 
  2008, hlm. 20. 
9 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi III, 
Cet. I,  Ekonosia, Yogyakarta,  2008, hlm. 104. 
10 M. Ahyar Adnan, "Lembaga keuangan Islam Problem, Tantangan dan Peluang dalam 
Era Reformasi", dalam Muhammad, Bank Syariah Analisa Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan 
Ancaman,  Ekonosia,    Yogyakarta, 2002, hlm. 89. 
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3. Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan 
pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi. 
4. Agar ada alokasi dana yang merata pada masyarakat , yang fungsinya 
untuk menciptakan keadilan sosial.11 
Dalam perkembangannya BMT banyak mengalami kendala  yang pada 
umumnya antara lain : 
a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. 
Hal ini disebabkan keterbatasan dana atau modal sehingga pembiayaan  
yang dikucurkan oleh BMT   tidak cukup untuk modal usaha masyarakat. 
b. Masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir meskipun 
BMT ada ditempat tersebut, oleh karena masyarakat memerlukan dana 
yang memadahi dan pelayanan yang cepat meskipun harus membayar 
bunga yang tinggi. Ini artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan 
yang memadai dari jumlah dana maupun jangka waktu pengembalian. 
c. Beberapa BMT cenderung mengalami masalah yang sama yaitu anggota 
yang bermasalah. yang terkadang ada anggota bermasalah sekaligus di 
beberapa BMT, karenanya perlu adanya koordinasi antar BMT. 
d. BMT cenderung melihat BMT lainnya sebagai lawan, saingan bukan 
sebagai partner  dalam upaya mengentaskan masyarakat dari permasalahan 
ekonomi, sehingga pengelolaan BMT cenderung pragmatis. 
e. Dalam kegiatan keseharian BMT cenderung berorientasi bisnis (bussiness 
oriented)  sehingga lebih bernuansa pragmatis dari pada idialis.  
f. Dalam rangka menarik anggota ada kecenderungan BMT 
mempertimbangkan besarnya bunga pada bank konvensional, utamanya 
produk yang berprinsip jual-beli (ba'i) . Hal ini mengarahkan anggota 
untuk berfikir keuntungan (Profit oriented) dari pada memahamkan 
anggota dari aspek syariah.  
g. BMT  lebih cenderung menjadi baitul Tamwil dari pada Baitul Mal. Lebih 
banyak menghimpun dana untuk bisnis dari pada mengelola zakat, infaq  
dan shodaqoh 
                                                 
11 Ahmad Sumiyanto, OP. Cit. hlm. 24. 
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h. Pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi dalam menangkap dan 
menyikapi masalah ekonomi di tengah-tengah masyarakat sehingga 
menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT kurang.. 12  
Setiap kegiatan perekonomian  ada persamaan dalam tujuan antara lain 
mencari keuntungan (profit oriented) , termasuk perekonomian syariah.  
Ekonomi syariah mempunyai hubungan sempurna dengan Islam yaitu 
hubungan aqidah, syariah. Hubungan inilah yang menyebabkan ekonomi 
Islam memiliki sifat pengabdian (Ibadah), dan cita-cita yang luhur serta 
memiliki pengawasan atas pelaksanaan kegiatannya dan adanya 
keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat.13  
Lembaga keuangan syariah  juga ketat dengan prinsip-prinsip syariah 
sebagaimana disebutkan dalam pasal  1 angka 12 Undang-undang nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Prinsip syariah  ialah "Prinsip 
Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan 
oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang 
syariah." Dalam operasionalnya bank syariah tidak boleh mengandung unsur-
unsur perjudian (maisyir), ketidakjelasan (gharar), bunga (riba), suap 
menyuap (risywah) dan  kebatilan.14 
Penggunaan Undang undang Nomor 21 Tahun 2008  tentang 
Perbankan Syariah  untuk menganalisa KJKS BMT yang berbadan hukum 
Koperasi dalam konteks syariah dalam tesis ini, karena semua lembaga 
keuangan Syariah baik berbentuk bank maupun non bank  secara imperatif  
harus menerapkan aturan dalam konteks syariah, dan aturan tersebut secara 
rinci dimuat pada Undang undang Nomor 21 Tahun 2008  tentang Perbankan 
Syariah dan tidak ditemukan secara rinci pada lembaga keuangan non bank 
yang dalam tesis ini KJKS BMT yang sampai saat ini belum mempunyai  
Undang-Undang. 
                                                 
12 Hari Sudarsono, op. cit. hal. 114. 
13 Gemala Dewi, Aspek aspek dalam Hukum Perbankan Perasuransian Syariah di 
Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 38. 
 14 Abdul Gafur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga 
Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 14. 
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Dalam menerapkan Undang undang Nomor 21 Tahun 2008  tentang 
Perbankan Syariah  dalam konteks  prinsip syariah sebagian besar pengelola 
BMT  belum maksimal, bahkan terdapat indikasi pada sebagian BMT yang 
membiarkan hal ini terus berlanjut dengan alasan masih terlalu sulit untuk 
diterapkan dengan berbagai alasan. Terjadinya divisiasi antara teori dan 
praktek dalam proses pengelolaan sebagian besar BMT terutama yang 
berhubungan dengan penerapan  pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  dalam konteks prinsip syariah 
dalam rangka penghimpunan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat 
secara umum dilatar belakangi karena alasan-alasan  sebagai berikut : 
1. BMT-BMT yang ada di Indonesia secara umum de facto tidak memiliki 
Dewan Pengawas Syariah, sementara pada saat yang sama kemampuan 
analisis fiqih sebagian besar pengelola masih memprihatinkan. 
2. Masyarakat Indonesia telah sejak lama mengenal perbankan konvensional 
yang beroperasi berdasarkan sistem bunga, sehingga upaya pengenal 
sistem Perbankan Syariah  berikut prosedur-prosedurnya membutuhkan 
proses panjang yang melelahkan serta harus melalui tahapan-tahapan yang 
akan memakan waktu relatif lama dengan cost yang tidak sedikit. 
3. Penerapan  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah   dalam konteks prinsip syariah sejujurnya masih dihadapkan 
pada sekian banyak kendala tehnis seperti : konsep-konsep pengerahan 
dan penyaluran dana yang masih perlu disempurnakan , persiapan 
sumberdaya insani yang belum maksimal ,  serta dukungan masyarakat 
sendiri yang masih setengah hati.  
4. Masih banyak pengelola BMT yang orientasi kerjanya lebih pada upaya 
mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya ( profit oriented), 
dengan mengabaikan misi sosial yang sebenarnya memiliki bobot yang 
sama untuk diperhatikan. Keadaan ini sering mendorong mereka terlalu 
berani melakukan apa saja yang dianggap perlu  semata-mata demi 
terpenuhinya tujuan komersial yang diharapkan. Beberapa pengelola BMT 
bahkan terbukti tidak memiliki iktikat yang baik dalam memperjuangkan 
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tegaknya nilai-nilai ekonomi berlandaskan syariah sebagaimana 
diharapkan para penggagas berdirinya lembaga ini. 
5. BMT tidak memiliki produk hukum yang secara legal-formal membingkai 
seluruh permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya 
sebagaimana berlaku pada umumnya Perbankan Syariah  yang segala 
keperluannya telah terakses dalam Undang undang nomor Nomor 10 
tahun 1998 tentang Perbankan juga Undang-undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah . Keadaan ini menjadi sebab sehingga 
banyak terjadi penyimpangan manajemen dalam operasional  BMT 
diberbagai daerah, termasuk dalam mengimplementasikan Undang undang 
Nomor 21 Tahun 2008dalam konteks syariah yang sampai sekarang masih 
diperbincangkan para ahli.15  
Penerapan  Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah  dalam konteks  prinsip syariah  pada produk BMT sangat urgen pada 
lembaga keuangan syariah baik pada bank maupun non bank (antara lain 
BMT) oleh karena prinsip syariah sebagai pembeda antara lembaga keuangan 
syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Hal yang demikian  akan 
terealisir secara sinergi, berkelanjutan antara lain apabila pengawasan oleh 
Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disingkat DPS) berjalan dengan baik. 
     Ada perbedaan mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) pada lembaga perbankan Syariah yang berbadan Hukum Perseroan 
Terbatas (PT) dengan KJKS BMT  yang berbadan hukum koperasi.  Pada 
Perbankan Syariah diatur dalam pasal 32 Undang undang Nomor 21 Tahun 
2008  tentang Perbankan Syariah  yang pada pokoknya berisi : DPS 
diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI ; DPS 
bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi 
kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Adapun DPS pada KJKS 
BMT pada pasal 1 angka 8 KEPMEN KOP. DAN UKM Nomor: 
35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tanggal, 5 Oktober 2007 tentang Pedoman 
                                                 
15 Makhalul Ilmi SM, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Cet. I,  UII 
Press, Yogyakarta, 2002,  hlm. 77-78. 
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Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan 
Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, yang dipilih dan diangkat dalam rapat 
anggota dengan tanpa adanya rekomendasi dari MUI. 
Adapun Pengawasan BMT kaitanya dengan sistem  syariah yang 
dijalankannya,  dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Landasan 
kerja dewan ini berdasarkan fatwa DSN. Dengan Fungsi utama tersebut 
meliputi : 
1) Sebagai penasihat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan 
pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan 
produk dll. 
2) Sebagi mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) atau 
Dewan Pengawas Syariah Propinsi.  
3) Mewakili anggota dalam pengawasan syariah. 
Dewan Syariah ditetapkan dalam musyawarah anggota tahunan. 16 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (selanjutnya disingkat KJKS) BMT 
Mitra Mandiri Wonogiri, yang akan menjadi objek penelitian penulis,  
merupakan lembaga jasa keuangan Syariah dalam bentuk koperasi berdiri 12 
Juli 2004 oleh 20 0rang aktivis remaja  Masjid Wonogori, dengan nama 
Kopersi Syariah BMT Mandiri, badan hukum  pendirian nomor 
216/BH/KDK.11-29/VII/2004 dengan modal awal iuran anggota 
Rp.500.000,00 x 20 orang = Rp.10.000.000,00  Pada tanggal 28 oktober 2005 
mengalami perubahan nama menjadi Koperasi Jasa  Keuangan Syariah 
(KJKS) BMT Mitra Mandiri dengan badan hukum perubahan Nomor 216 A 
/BH/PAD/KDK II-29/X/2005 dan sampai dengan tanggal 23 juni 2006 total 
aset koperasi mencapai Rp.3,8 milyar. 17 
Adapun bidang usaha KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah  
1. Divisi sosial –non profit motive (baitul mal) 
2. Divisi bisnis – provit motif (baitut tanwil). 
                                                 
16 Muhammad Ridwan, Op. Cit. hal. 142. 
17Pengurus BMT Mitra Mandiri, Company Profile KJKS BMT Mitra Mandiri, Woniogiri, 
2006.  
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Selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut : 
1. Dalam bentuk Produk simpanan  
a. Modal penyertaan (sering disebut saham). 
b. SIB (Simpanan Investasi Berjangka). 
c. SI RELA (Simpanan Suka Rela). 
d. SIMPEDAS (Simpanan Pelajaran Cerdas). 
e. SURBAN (Simpanan Untuk Kurban) 
f. SIMPUH (Simpanan  Umrah dan Haji). 
2. Dalam bentuk Produk Pembiayaan 
a. System Mudharabah 
b. System Musyarakah 
c. System Murabahah. 
d. System Al Qardh 
e. System Qordhul Hasan 
f. System Ijarah 
g. System Hawalah  
h. Dll.18 
 Bentuk dari KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah koperasi 
Syariah yang merupakan badan usaha yang tidak jauh berbeda  dengan 
koperasi konvensional, hanya terdapat beberapa penyesuaian misalnya,  
berupa landasan koperasi syariah yang harus sesuai dengan Al-Quran dan As-
sunnah dengan dijiwai semangat saling menolong (taawun) dan saling 
menguatkan (Takafful). 
 Perkembangan KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri sangat 
mengesankan   dengan modal awal 12 Juli 2004 Rp 10.000.000,00  23 bulan 
berikutnya aset menjadi Rp 3,8 Milyar,  dengan sistem pembiayaan   
bagaimana, sehingga KJKS BMT Mitra Mandiri  mempunyai daya tarik pada 
anggota begitu besar, dan apakah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 
                                                 
18 Ibid tnp. Hlm. 
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tentang Perbankan Syariah   dalam konteks prinsip Syariah telah 
diimplementasikan dalam pembiayaan KJKS  Mitra Mandiri Wonogiri.  
 Berdasarkan uraian tersebut diatas, BMT menjadi fenomena yang 
menarik untuk diteliti. Hal ini berdasarkan beberapa lasan antara lain : 
1. Paradigma ekonomi kerakyatan. Kemiskinan dan angka pengangguran 
yang tinggi serta lapangan kerja yang sangat terbatas menjadi masalah 
serius yang dihadapi oleh negara sedang berkembang termasuk Indonesia. 
Solusi yang ditawarkan adalah dengan menerapkan sistem ekonomi 
kerakyatan. Hal penting ekomi kerakyatan adalah keberpihakan  terhadap 
ekonomi rakyat kecil, yang dalam hal ini pemerintah telah 
merealisasikannya dalam bentuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM). 
2. BMT sebagai intermediasi keuangan kelas bawah (Grass root level), yang 
tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank, telah banyak memberikan 
solusi keuangan bagi masyarakat bawah. 
3. BMT sebagai lembaga keuangan syariah, sudah semestinya meng 
implementasikan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah  dalam konteks  prinsip syariah, dengan menejemen 
modern didukung sarana dan prasarana yang baik serta    tenaga yang 
profesional, sehingga BMT tetap eksis  ditengah tengah masyarakat dalam 
kondisi perekonomian nasional maupun internasional stabil ataupun  labil  
atau dengan kata lain BMT akan tahan terhadap terpaan krisis moneter.  
4. Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), 
sangat berperan dalam mengimplementasikan Undang undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  dalam konteks prinsip syariah 
pada produk pembiayaan BMT yang diawasi, baik mekanisme, prosedur 
pembiayaan maupun penyelesaian pembiayaan/ kriditur yang bermasalah.  
Karenanya efektivitas pengawasan sangat diharapkan oleh khususnya para 
anggota BMT, para pengelola BMT dan kaum muslimin pada umumnya. 
 Berangkat dari permasalahan tersebut diatas  penulis tertarik untuk 
meneliti, selanjutnya mengangkat menjadi tesis dengan judul  
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PENERAPAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 
TENTANG PERBANKAN SYARIAH  DALAM KONTEKS PRINSIP 
SYARIAH MENGENAI  PRODUK PEMBIAYAAN  (Studi Kasus di  
Koperasi jasa Keuangan Syariah (KJKS) Bait Al-Mal Wa At-Tamwil 
(BMT} Mitra Mandiri Wonogiri).   
B. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka 
permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah produk pembiayaan di KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri 
sesuai dengan konsep syariah yang dianut oleh Undang undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?. 
2. Apakah  pengawasan pada  KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri pada 





C. Tujuan Penelitian 
   Peneletian bertujuan menemukan masalah (problem finding) yang 
kemudian menuju pada identifikasi masalah (problem identification) juga 
bertujuan untuk mengatasi masalah ( problem solution ) 19 
  Berdasarkan beberapa permaslahan yang telah penulis rumuskan diatas, 
maka secara umum tujuan  yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
                                                 
19 Setiyono, Pemahaman terhadap Metodologi penelitian Hukum, Program Studi Ilmu 
Hukum Pasca Sarjana UNS, Surakarta, 2005, hlm. 6. 
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1. Untuk mengetahui, memahami,  penerapan Undang undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  dalam konteks prinsip syariah 
pada  produk pembiayaan  di KJKT BMT Mitra Mandiri Wonogiri. 
2. Untuk mengetahui, memahami,  fungsionalisasi pengawasan terhadap 
produk pembiayan KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri . 
D. Manfaat Penelitian 
  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 
maupun praktis sebagai berikut : 
1. Secara teoritis dapat mengisi hasanah keilmuan dibidang ekonomi Syariah 
utamanya koperasi BMT (KJKS/UJKS)  terutama pada produk 
pembiayaan Syariah. 
2. Secara Praktis dapat dijadikan bahan pengkajian, penelaahan oleh para 
akademisi, profesionalis dan masyarakat umum, sehingga dapat 
meningkatkan kwalitas dan kwantitas  lembaga keuangan Syariah 
khususnya koperasi BMT, Sehingga dapat meningkatkan aset,  


























A. Kerangka Teori 
1. Pengertian,  Fungsi  dan   Tujuan Hukum 
Memahami pengertian tentang hukum memang bukan sesuatu 
yang mudah, karena pengertian hukum bermacam-macam tergantung 
dari segi mana kita memandang. Diantara sekian banyak definisi hukum 
adalah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum antara lain : 
a. Thomas Hobbes,  merumuskan bahwa hukum adalah kebebasan 
untuk     melakukan sesuatu. 
b. Roscoe Pound, merumuskan bahwa hukum adalah alat untuk 
mengubah, memperbaiki keadaan masyarakat (law is tool of social 
engineering). 
c. Von Savigni,  merumuskan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi 
lahir dan tumbuh bersama-sama masyarakat (Das recht wind nicht 
gemacht es ist und wird mit dem volke)20 
d. Lon L. Fuller,  mengartikan hukum adalah sebagai upaya untuk 
mempertahankan prilaku manusia dibawah perintah-perintah dan 
peraturan-peraturan. Dan untuk mengenal hukum sebagai suatu 
sistem, maka haruslah dicermati apakah ia memenuhi delapan azas 
atau Principles of legality  yaitu: 1) Sistem hukum harus 
mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung 
sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc;2) Peraturan-
peraturan yang dibuat itu harus diumumkan; 3) peraturan tidak boleh 
berlaku surut; 4) Peraturan-peraturan disusun rumusan yang bisa 
dimengerti; 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-
peraturan yang bertentangan satu sama lain; 6) Peraturan-peraturan 
                                                 
20 Burhan Ashshofa,  Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. 2007, hlm. 11. 
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tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat 
dilakukan; 7) Peraturan tidak boleh sering berubah-rubah dan ;  
8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaan sehari-hari.21   
e. Sudikno Mertokusumo,  merumuskan bahwa hukum pada 
umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam 
kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku dalam suatu 
kehidupan bersama , yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan 
suatu sangsi.22 
 Di Indonesia hukum dikatakan merupakan " ...rangkaian kaidah, 
peraturan-peraturan, tata aturan baik yang tertulis maupun yang tidak 
tertulis ... yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antar 
anggota masyarakat"23 
 Dari definisi hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum 
adalah alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna 
mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan 
kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat 
memaksa dan memberikan sangsi bagi mereka yang melanggarnya, baik 
mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa. 
Adapun fungsi Hukum  menurut Aubert dapat dijabarkan menjadi 
lima fungsi yaitu : 
a. Memerintah, yaitu hukum termasuk mengendalikan prilaku kedalam 
keinginan langsung melalui sangsi positif dan negatif. 
b. Distribusi, yaitu hukum membantu dalam distribusi dalam rangka 
membatasi gap didalam masyarakat. 
c. Melindungi harapan, yaitu hukum mengungkapkan prediksi antara 
sejumlah subyek melalui apa yang diharapkan. 
                                                 
21Esmi Wirasih, Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis, PT Suryandaru Utama, 
Semarang, 2005. hlm. 31.  
22 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 1986, 
hlm. 37. 
23Wojo Wasito, Ensiklopedi Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1982, hlm. 
1344.  
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d. Konflik berkepanjangan, yaitu hukum membantu memisahkan 
beberapa subyek yang sedang konflik. 
e. Nilai-nilai yang diwujudkan dalam gagasan, yaitu hukum berfungsi 
mengutarakan beberapa gagasan dalam suatu masyarakat.24 
 
Esmi Warassih menyebutkan  Tujuan  Hukum  dengan 
mendasarkan teori Hukum yaitu : 
a. Teori etis, hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan 
keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang apa 
yang adil dan yang tidak adil. 
b. Teori Utilitas, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk 
menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah 
yang sebanyak-banyaknya (the greates good of the greatest number). 
c. Teori campuran, menyatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah 
ketertiban, dan oleh karena itu ketertiban merupakan syarat bagi 
adanya suatu masyarakat yang teratur.25 
Munir fuady  menyatakan,   agar suatu hukum itu dapat 
diterapkan, beberapa elemen dasar dalam hukum haruslah berjalan atau 
berfungsi dengan baik. Elemen-elemen dasar dari hukum tersebut adalah 
: 
a. Aturan hukum tertulis harus lengkap dan up to date. 
b. Penegakan hukum harus berjalan dengan baik dan fair. 
c. Penegak hukum harus bekerja dengan sungguh-sungguh, imajinatif 
dan tidak memihak. 
d. Budaya hukum dan kesadaran masyarakat harus mendukung 
pelaksanaan hukum. 
e. Reward/ hukuman haruslah efektif, preventif, dan represif.26 
                                                 
24 Soetandyo Wignyosoebroto, Fungsionalisme Struktur Antopoleses dan Prilaku 
terhadap Hukum, Makalah untuk Kuliah Hukum dan Perubahan Sosial, UNS, Surakarta, 27 Juni 
2002,  hlm. 6.  
25 Esmi Warassih, op. cit. hlm. 33. 
26 Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum Kekuasaan dan 
masyarakat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 110. 
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Efektivitas peraturan lebih mudah dicapai dari pada efektivitas 
tujuan . Karena efektivitas peraturann dikondisikan oleh variabel yang 
relatif lebih sedikit, lebih sederhana dan relatif dapat dianalisis secara 
normatif dan didukung oleh alat kekuasaan negara. Sedangkan 
efektivitas tujuan  dikondisikan oleh variabel yang relatif lebih jauh, 
lebih komplek dan lebih rumit karena menyangkut faktor-faktor 
sosiologis yang kadang-kadang merupakan bentuk reaksi adanya suatu 
Undang-undang.27  
Burhanudin Harahab menyatakan, dikaitkan dengan potensi 
efektivitas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah   juga peraturan lain yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah 
ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. 
Faktor pendukung potensi efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 adalah: 
1. Penduduk di Indonesia Mayoritas Muslim. Faktor keyakinan 
agama yang menjadi motifasi para pendiri Perbankan Syariah  
menjadi potensi bagi efektivitas Undang-undang Perbankan Syariah . 
Kalaupun sampai sekarang dalm relitas bank syariah belum disokong 
oleh mayoritas muslim Indonesia,  ini disebabkan kurangnya 
pengetahuan dan belum mapannya Perbankan Syariah . Dan ini 
merupakan tantangan yang perlu dibenahi didalam masyarakat 
Muslim. 
2. Adanya keyakinan kuat dalam masyarakat muslim bahwa 
ajaran Islam adalah ajaran dunia dan akhirat. Hal ini perlu 
diterjemahkan dalam realitas kehidupan termasuk dalam bidang 
ekonomi syariah. 
3. Adanya investor non Muslim yang membuka usaha dalam 
kegiatan Perbankan Syariah  atau unit usaha syariah. Dengan 
                                                                                                                                     
 
27 Burhanudin Harahab, Kajian Yuridis Efektivitas Undang-undang Perbankan Syariah  
di Indonesia, makalah disampaikan dalam seminar nasional di Sunan Hotel , Surakarta, 11 
Desember 2008. hlm. 7. 
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adanya investor besar ini diharapkan dapat membesarkan Perbankan 
Syariah . 
4. Adanya prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah  sebagai 
bagian dari bentuk kerja sama yang sesuai dengan demokrasi 
ekonomi seperti yang digariskan Undang-Undang Dasar 1945. 
Ini merupakan bagian dari apa yang dikatakan oleh Devin J Stewart,  
bahwa dalam perubahan sosial, hukum Islam mengajarkan adanya 
keadilan yang proposional.28 
  
 
 Faktor penghambat  potensi efektivitas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2008 adalah: 
1. Belum adanya hukum materiil yang aplikatif yang dapat 
dijadikan acuan bagi penerapan konsep-konsep pembiayaan 
Perbankan Syariah  secara baku. Ini merupakan persoalan penting 
didalam kehidupan hukum di Indonesia karena cara berfikir hukum 
masyarakat Indoneia sudah dkuasai logika positivistik. 
2. Belum memasyakatnya hukum yang berlaku diperbankan Islam 
(Hukum transaksi Islam) dikalangan profesi hukum.  Sebagai 
sebuah hukum baru yang dipraktekkan dalam dunia perbankan, perlu 
pengetahuan yang cukup dalam mengaplikasikan konsep-konsep 
hubungan hukum yang dilakukan oleh Perbankan Syariah  dengan 
para anggota . 
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu diefektifkan, karena 
selama ini lebih sekedar simbol. Perbankan Syariah  selama ini 
hanya lebih mengandalkan fatwa-fatwa dari DSN saja. Padahal 
penerapan fatwa dari DSN sangat perlu dalam Perbankan Syariah , 
tidak saja dalam tahap pembuatan perjanjian, tetapi juga perlu 
pengawasan secara syariah pada tahap pelaksanaan perjanjian dan 
penutupan perjanjian. 
                                                 
28 Ibid. hlm.8. 
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4. Adanya logika profit oriented duniawi dalam aktifitas ekonomi 
yang lepas dari profit oriented akhirat.  Sistem perekonomian 
Islam  mempunyai karakteristik tersendiri dibanding dengan  sistem 
perekonomian  besar yang ada sekarang (Kapitalis dan sosialis) 
karena  mengggabungkan  filsafat material dan spiritual. 
5. Penekanan sektor riil dalam Perbankan Syariah  sehingga 
pembiayaan Perbankan Syariah  lebih ke sektor produktif. 






2. Teori  Perekonomian Islam  
        Tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan 
kemaslahatan umat manusia, ini sesuai dengan missi Islam secara 
keseluruhan yaitu Rahmatan Lil'alamiin  (memberikan rahmad untuk 
keseluruhan alam). 
 Al-Syatibi  dalam kitabnya al-muwafaqot menegaskan : 
feseluruhan alam).ndang Perbankan Syariah   l
Artinya : Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan / 
diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan mahluk 
secara mutlak. 
Yusuf Qordawi  menegaskan : 
aatwa dari DSN saja. Padahal  
Artinya :  dimana ada maslahah disanalah hukum Allah. 
Ekonomi Islam  yang merupakan salah satu bagian dari syariah Islam 
tentu tidak terlepas dari tujuan umum syariah Islah tersebut. 
                                                 
29 Ibid. hlm. 10. 
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Adapun tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan 
manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat (falah), serta 
kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayyah al-tayyibah)30 
Para ahli ekonomi Islam, mendefinisikan ekonomi Islam  dengan 
beberapa pengertian antara lain : 
a. M. Umer chapra 
Islamic economics was defined as that branch of knowladge which 
helps realize human well-being through an allocation and 
distribution of scarce resources that is in confirmity with Islamic 
teaching without unduly curbing individual freedom or creating 
continued macro economic and ecologtocal imbalances.  Jadi 
menurut Capra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang 
membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi 
dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam 
koredor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan 
kebebasan individu atau tanpa prilaku makro ekonomi yang 
berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. 
b. Muhammad Abdul Manan  
Islamic economics is a social science which studies the economics 
problems of a peaple imbued with the values Islam,  jadi menurut 
Manan Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang 
mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami 
oleh nilai-nilai Islam. 
c. Kursyid Ahmad 
Islamic economic is a systematic effort to thy to undestand the 
economic’s problem and man’s behaviourin reletion to that 
problem from an Islamic perspective.  Menurut Ahmad ilmu 
ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematik untuk memahami 
masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara 
relasional dalam perspektif Islam.   
 
 Dari  definisi  tersebut diatas para ahli ekonomi Islam berbeda 
pendapat tentang sifat ekonomi Islam. Menurut Chapra,  jangan 
dipertentangkan positif  dengan normatif karena keduanya saling 
melengkapi bukan saling menafikan. Menurut Manan , ekomi Islam 
adalah positif dan normatif. Bila ada ekonom yang sangat mementingkan 
                                                 
30 Nur Kholis, Penegakan syariah Islam di Indonesia Perspektif Ekonomi, Jurnal Ilmiyah  
Al Mawarid FIAI UII, Edisi XVI Tahun 2006  h ttp : 11 Nur kholis 77. staff. uu. ac: id . 12 Juli 
2010, 12.30 WIB. 
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positifisme dan sama sekali tidak mengajukan pendekatan normatif atau 
sebaliknya, tentu sangat disayangkan.31  
 Ekonomi Islam ,  sebagaimana disebutkan dalam  Al Mawsu’ah al 
ilmiyah wa al-amaliyah al-Islamiyah,  mempunyai karakteristik  : 
a. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. 
b. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum) dan moral. 
c. Keseimbangan  antara kerohanian dan kebendaan. 
d. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan 
individu dengan kepentingan umum. 
e. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. 
f. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian. 
g. Bimbingan konsumsi. 
h. Petunjuk investasi. 
i. Zakat. 
j. Larangan riba.32 
  Al Maududi, telah menganalisa karakteristik ekonomi Islam 
sebagai berikut : 
a. Adanya ketentuan yang tegas tentang metode-metode yang 
diperbolehkan  (halal) dan yang dilarang (haram) dalam mendapatkan 
kekayaan  
b. Adanya pengaturan dalam penggunaan kekayaan. 
c. Lembaga zakat sebagai pajak wajib, hukum pewarisan dan 
sebagaimana hukum itu dapat menjamin pelaksanaan pembagian harta; 
metode pembagian hasil pampasan perang dan barang temuan. 
d. Perintah agar dalam membelanjakan harta berlaku pertengahan 
(moderat), karena hal itu ciri hamba Allah yang saleh.33 
                                                 
31 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,  Cet. I,  Kencana,  
Jakarta, 2006. hlm. 16-17. 
32 Ibid. Hlm. 18-29. 
33 Muhammad A. Al-Buraey, Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan, , 
diterjemah oleh  Achmad Nasir Budiman Cv. Rajawali,  Jakarta, 1986. hlm.202. 
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Syafii Antonio menyatakan, bahwa  nilai-nilai sistem 
perokonomian Islam dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Perekonomian masyarakat luas  (bukan hanya masyarakat 
Muslim) Akan Menjadi Baik Bila Menggunakan Kerangka Kerja 
atau Acuan Norma-Norma Islami 
Sebagai suatu sistem hidup (millah, din), ajaran Islam dapat 
diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Pertama, yaitu yang 
berhubungan dengan ibadah khusus yang mengandung hubungan 
dimensi vertikal. Dan yang Kedua, yaitu ajaran  yang terkait dengan 
masalah-masalah yang berhubungan dengan sesama makhluk 
(muamalat). Kedua sub sistem ini tidak dapat dipisahkan antara yang 
satu dengan yang lainnya karena keduanya merupakan satu 
komplementer. Jika keduanya dipisahkan, maka manusia akan 
mendapat kehinaan.  
            Dalam Al-Qur'an Surat  Ali Imran (3) ayat 112 disebutkan : 
ôMt/ÎŽàÑ ãNÍköŽn=tã èp©9Ïe%!$# 
tûøïr& $tB (#þqàÿÉ)èO žwÎ) 
9@ö6pt¿2 z`ÏiB «!$# 9@ö6ymur 
z`ÏiB Ä¨$¨Y9$#   
 
 
Artinya “Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali 
jika mereka berpegang kepada tali (Agama) Allah  dan tali 
(perjanjian) dengan manusia.”34                              
Islam diturunkan sebagai Rahmatan lil alamin, dalam artian akan 
membawa kebaikan untuk semua makhluk dimuka bumi, termasuk 
didalamnya sistem perekonomian Islam dibangun atas dasar hablu 
mina Allah dan Hablu minan nas, sehingga ada nuansa ilahiah.  
                                                 
34 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan  Terjemahnya, Mahkota, Surabaya, 1989. hlm. 
94. 
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Dalam Al-Qur'an Surat  Al-Ambiya' (21) ayat 107 disebutkan :  
!$tBurjš•»oYù=y™ö‘r&jžwÎ) ZptHôqy‘ 
šúüÏJn=»yèù=Ïj9 ÇÊÉÐÈ   
Artinya " Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk 
(menjadi) rahmad bagi semesta alam".35                             
Banyak ayat Al-Qur'an yang menyerukan  penggunaan kerangka 
kerja perekonomian Islam antara lain : 
i. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 60 
((#qè=à2 (#qç/uŽõ°$#ur `ÏB 
É-ø—Íh‘ «!$# Ÿwur (#öqsW÷ès? †Îû 
ÇÚö‘F{$# tûïÏ‰Å¡øÿãB ÇÏÉÈ   
Artinya:.."..Makan dan minumlah dari rizeki  (yang diberikan) 
Allah dan janganlah berkeliaran di muka bumi ini 
dengan membuat kerusakan."36 
ii. Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 87-88 
ô$pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# 
(#qãZtB#uä Ÿw (#qãBÌh•ptéB 
ÏM»t6Íh‹sÛ !$tB ¨@ymr& 
ª!$# öNä3s9 Ÿwur 
(#ÿrß‰tG÷ès? 4 žcÎ) ©!$# Ÿw 
•=Ïtä† tûïÏ‰tF÷èßJø9$# 
ÇÑÐÈ (#qè=ä.ur $£JÏB 
ãNä3x%y—u‘ ª!$# Wx»n=ym 
$Y7Íh‹sÛ 4 (#qà)¨?$#ur 
©!$# ü“Ï%©!$# OçFRr& 




Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan 
apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu dan 
janganlah kamu melampui batas, sesungguhnya Allah tidak 
suka orang-orang yang melampui batas.  
                                                 
35  Ibid. hlm 508. 
36  Ibid  hlm. 18 
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Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah 
telah rizkikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah 
yang kamu beriman kepada-Nya.37 
 Ayat-ayat tersebut merupakan dorongan bagi umat Islam  
untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia 
tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, 
baik materi maupun nonmateri. Juga dorongan untuk mendapatkan 
harta /materi dengan berbagai cara asalkan mengikuti rambu-
rambu yang telah ditetapkan. Juga faktor keseimbangan antara  
kebutuhan dunia dan akherat, dan ini tidak dikenal dalam sistem 
perekonomian kapitalis maupun sosialis.  
 Rambu-rambu tersebut diantaranya : Carilah yang halal lagi 
baik; tidak menggunakan cara batil; tidak berlebih 
lebihan/melampaui batas; tidak didzalimi maupun mendzalimi; 
menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian  dan intended  
speculation), dan ghoror  (ketidakjelasan dan manipulatif), serta 
tidak melupakan tanggungjawab sosial berupa Zakat, Infaq, dan 
shodaqoh. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan 
perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip self 
interest  (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan 
konsepnya.38 
 
1. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh  
Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan 
sosial yang solit. Dalam tatanan itu  setiap individu diikat oleh 
persaudaraan dan kasih sayang bagaikan keluarga, Sebuah 




                                                 
37 Ibid, hlm.176. 
38 Syafii Antonio, op. cit. hlm. 10. 
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Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 8 disebutkan  : 
$pkš‰r'¯»tƒ šúïÏ%©!$# 
(#qãYtB#uä (#qçRqä. 
šúüÏBº§qs% ¬! uä!#y‰pkà- 
ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( Ÿwur 
öNà6¨ZtBÌ•ôftƒ ãb$t«oYx© 
BQöqs% #’n?tã žwr& 
(#qä9Ï‰÷ès? 4 (#qä9Ï‰ôã$# 
uqèd Ü>t•ø%r& 3“uqø)-G=Ï9 ( 
(#qà)¨?$#ur ©!$# 4 žcÎ) 
©!$# 7Ž•Î6yz $yJÎ/ 
šcqè=yJ÷ès? ÇÑÈ   
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi 
orang-orang yang selalu menegakkan  (kebenaran) karena 
Allah, menjadi saksi dengan Adil. Dan janganlah 
kebencianmu terhadap suatui kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu 
lebih dekat kepada taqwa. 
 Dan bertaqwalah kepada Allah;sesungguhnya Allah maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 39 
 









îLìÎ=tãg×Ž•Î7yz ÇÊÌÈ   
 
Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 
mengenal . Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.40 
                                                 
39 Departemen Agama RI,  op. cit.  hlm. 159. 
40 Ibid.  hlm. 847. 
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Keadilan dalam Islam memiliki implikasi : Keadilan sosial dan  
keadilan ekonomi. 
 
1) Keadilan Distribusi Pendapatan  
  Prinsip  keadilan distributif  ada lima yaitu : 1). Setiap orang 
mendapatkan hasil bersama yang setara (equal share) ; 2). Setiap 
orang mendapatkan sesuai dengan kebutuhan individualnya; 3). 
Setiap orang mendapatkan sesuai usaha individualnya; 4). Setiap 
orang mendapatkan sesuai dengan kontribusi sosialnya ;  dan 5), 
Setiap orang mendapatkan sesuai dengan prestasinya (merit 
system).41   
2) Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial 
  Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan 
individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan 
individu orang lain.  
Menyangkut masalah  hak individu dalam kaitannya dengan 
masyarakat,   para sarjana Muslim sepakat  pada prinsip-prinsip 
berikut : 
a) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan 
dari kepentingan individu. 
b) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi 
manfaat , meskipun keduanya merupakan tujuan syariah. 
c) Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk 
menghilangkan yang lebih kecil.  Manfaat yang lebih besar 
tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. 
Sebaliknya bahaya yang lebih kecil harus dapat 
diterima/diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih 
                                                 
41 Rifyal Ka'bah, Etika Bisnis Syariah,  Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana UNS, 
Surakarta, Mei 2009. hlm. 40. 
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besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan 
untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar42. 
Dari penjelasan karakteristik dan nilai-nilai perekonomian Islam 
tersebut nampak jelaslah perbedaan antara perekonomian Islam dengan 
perekonomian kapitalis maupun  sosialis. Menurut Martthon, hal-hal 
yang membedakan ekonomi Islam secara operasional dengan ekonomi 
sosialis maupun kapitalis adalah : 
a. Dialektika Nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. 
 Dalam ekonomi Islam terdapat dialektika antara nilai-niali 
spiritualisme dan materialisme dalam berbagai kegiatan 
perekonomian, setiap transaksi mesti terjadi keseimbangan antara 
keduanya. Lain halnya pada sistem sosialis  yang hanya menyentuh 
nilai-nilai materialis tanpa menyentuh nialai-niali spiritualisme, dan 
sistem kapitalis  yang memisahkan intervensi agama dalam kegiatan 
perekonomian. 
b. Kebebasan dalam berekonomi. 
 Dalam ekonomi Islam tidak menafikan intervensi pemerintah dalam 
kondisi darurat, disisi lain kepemilikan dan kebebasan individu 
dibenarakan selama dalam koredor hukum syara. Dalam ekonomi 
kapitalis menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu 
masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara bebas untuk meraih 
kekayaan. Dalam konsep sosialis masyarakat tidak mempunyai 
kebebasan sedikitpun  dalam melakukan kegiatan ekonomi. 
kepemilikan individu dihilangkan dan tidak ada kebebasan untuk 
melakukan transaksi dalam kesepakatan perdagangan. 
c. Dualisme kepemilikan. 
 Dalam Islam hakikat pemilik alam semesta adalah Allah dan manusia 
sebagi  khalifah/wakil,  pemimpin,  pengelola. alam semesta. Dan 
Islam mengakui kepemilikan publik yang tidak boleh dimiliki  secara 
individu . Rasulullah Muhammad SAW bersabda " Manusia bersekutu 
                                                 
42 Syafii Antonio, op. cit. hlm. 17. 
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dalam tiga hal yaitu : air,  padang sahara, api." Makna hadist ini 
dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal yang 
demikian tidak diberlakukan pada sistem perekonomian sosialis 
maupun kapitalis.  
d. Menjaga kemaslahatan individu dan bersama. 
 Kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan 
bersama atau sebaliknya.Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan 
masyarakat diperlukan sebuah instansi yang mendukung. Instansi 
dimaksud dalam Islam dikenal Al-Hisbah  yang bertugas sebagai 
pengawas semua kegiatan perekonomian negara. Hal yang demikian 
tidak terdapat dalam sistem perekonomian sosialis maupun kapitalis.43 
3. Kedudukan BMT dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia 
Dalam sistem Hukum Indonesia kaitanya dengan Ekonomi Syariah 
berlaku pula Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) /BW, 
terutama buku III  tentang Perikatan (Verbintennisen)  dalam berbagai 
transaksi syariah seperti dalam Perbankan Syariah  di Indonesia.  Hal ini 
oleh Utari Maharani Barus dianggap adanya suatu Transplansi Hukum 
perjanjian  menurut KUHPerdata kedalam Hukum Perjanjian Islam  yang 
perlu dikaji lagi lebih mendalam. Hal ini dapat dimaklumi karena transaksi 
-transaksi perbankan atau lainnya sebelumnya menggunakan KUHPerdata  
sebagai rujukannya, disamping belum diterapkannya perjanjian syariah  
dalam transaksi dimaksud.44 
Hukum perbankan  Indonesia merupakan hukum yang mengatur 
masalah-masalah  perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia. Dengan 
demikian hukum perbankan adalah  sebagai suatu kumpulan peraturan 
hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi 
                                                 
43 Mustafa Edwin Nasution, op. cit. hlm. 30-32. 
44 Abdurrahman, Hukum Perjanjian Syariah di Indonesia ( Studi Komparatif tentang 
KHES, Fiqh Muamalah dan KUHPerdata), pada Mimbar Hukum Journal of Islamic Law, Nomor 
66, Jakarta, 2008, hlm. 30. 
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segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya 
dengan  bidang kehidupan yang lain.45 
Menurut Chatamarrasjid, hukum perbankan adalah: keseluruhan 
norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur 
tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara, dan 
proses melaksanakan usahanya. Berkaitan dengan pengertian ini, kiranya 
dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan norma-norma tertulis pada 
pengertian diatas adalah seluruh peeraturan perundang-undangan yang 
mengatur  mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis 
adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek 
perbankan.46 
Sumber hukum formal dalam hukum perbankan Indonesia dapat 
diurutkan sebagai berikut : 
a. Undang-Undang Dasar 1945 (terutama pasal 33) 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (terutama mengenai 
GBHN). 
c. Undang-undang pokok di bidang perbankan dan undang-undang 
pendukung sektor ekonomi dan sektor lainnya. 
d. Peraturan Pemerintah. 
e. Keputusan Presiden dan Intruksi Presiden. 
f. Keputusan Menteri Keuangan. 
g. Peraturan Bank Indonesia. 
h. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang 
tidak langsung mengurus perbankan, namun memuat ketentuan yang 
erat dengan kegiatan perbankan atau secara langsung mengatur 
kegiatan perbankan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang 
mengatur perbankan milik Pemerintah Daerah.47  
                                                 
45 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, cet. III,  PT. Citra Aditya 
Bakti,  Bandung, 2000. hlm. 1. 
46 Chatamarrasjid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, , Cet. II,  Kencana,  Jakarta, 
2006. hlm. 40. 
47 Muhammad Djumhana, op. cit. hlm. 6-9. 
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Adapun kedudukan BMT  dalam tata hukum nasional Indonesia, pada 
waktu awal-awal pendirian , pada umumnya BMT memiliki legalitas 
hukum  sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). PINBUK  
diberikan  wewenang oleh Bank Indonesia (BI)  berdasarkan naskah kerja 
sama antara Bank Indonesia dengan YINBUK mengenai pelaksanaan 
proyek pengembangan hubungan bank dengan KSM (PHBK) Nomor 
003/MOU/PHBK-PINBUK VIII/'95 , yang ditandatangani oleh Binhadi  
sebagai ketua umum YINBUK dengan Muhklis Rasyid sebagai Direktur  
Bank Indonesia dan disaksikan Gubernur Bank Indonesia Sudrajad 
Djiwandono serta Menteri Koperasidan Pengembangan usaha kecil 
Subiyakta  Tjakra Werdaya. Sistem kerja  BMT  umumnya adalah  
sebagai pra koperasi dimana aspek simpan pinjam dan pembukuannya 
mengikuti tehnik-tehnik pembukuan koperasi.48  
Lebih detail tentang pengaturan koperasi BMT diatur dengan 
Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 tahun 
2004, Kepmen Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004. Dalam ketentuan ini , 
Koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). 
Dengan ketentuan tersebut,  maka BMT  yang beroperasi secara sah 
diwilayah Republik Indonesia adalah  BMT yang berbadan hukum 
koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh  Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Departemen yang sama 
dimasing-masing wilayah kerjanya. Adapun pengertian KJKS, 
sebagaimana disebutkan dalam Kepmen Nomor 91/Kep/M. 
KUKM/IX/2004, merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak  
di bidang pembiayaan , investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil 
(syariah).49  
 
                                                 
48" M. Amin Aziz, Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi"  dalam  Balhaqi Abdul 
Madjid dan Saifuddin A. Rasyid, Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah  
(Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil 
(PINBUK), cet. I, Jakarta, 2000. hlm. 190. 
49 Ahmad Sumianto, op. cit. hlm. 39. 
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4. Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan  
Pengertian Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok 
berfikir, bertindak dsb);- dasar.50 ; Norma  adalah aturan, ukuran atau 
kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau 
memperbandingkan sesuatu.51  adalah kaidah, patokan ukuran hukum; 
suatu pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat (atau tidak 
berbuat) dan bertingkah laku sebagaimana mestinya terhadap sesama 
manusia didalam lingkungan suatu masyarakat tertentu.52; Kaidah adalah 
rumusan asas yang menjadi hukum ; aturan yang sudah pasti ; patokan; 
dalil53  Syariah (Islam) adalah hukum agama yang menetapkan peraturan 
hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia 
dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Hadist.54  
Adapun yang dimaksud prinsip syariah dalam judul dan penyusunan 
tesis ini adalah antara lain terdapat dalam  ketentuan Undang-undang 
nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan  pasal 1 angka 13 sebagai berikut : 
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 
antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau 
pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 
sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip 
bagi hasil (mudharabah) , pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan 
modal (musyarakah) , prinsip jaul beli barang dengan memperoleh 
keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan 
prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah),  atau dengan adanya pilihan 
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank 
oleh pihak lain(ijarah wa iqtina).55  
Juga yang   termuat didalam  pasal 1 angka 12 Undang Undang nomor 21 
Tahun 2008 tentang  Perbankan Syariah   yang dimaksud dengan 
prinsip syariah adalah “Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan 
                                                 
50 Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001 hlm. 896. 
51 Ibid. hlm. 787. 
52 Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Prasetyo, Kamus Hukum, cet. XII, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2008, hlm. 106.  
53 Balai Pustaka, Op, cit.  hlm. 489. 
54 Ibid. hlm. 1115. 
55 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi 
Syariah, cet. I,  Kencana, Jakarta,  2007. hlm. 32. 
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berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 
kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah”. Yang dalam 
operasionalnya tidak boleh mengandung unsur-unsur  Perjudian (Maisyir), 
Ketidakjelasan (Ghoror), bunga (Riba), Suap menyuap (Ryswah), dan 
kebatilan.56 Dikaitkan dengan pelaku usaha disektor keuangan dan sektor 
pembiayaan maka prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan 
dilaksanakan adalah :  
a. Prinsip Kepercayaan (fiduciary prinsiple) 
b. Prinsip Kehati-hatian (prudential principle) 
c. Prinsip kerahasiaan (confidential principle) 
d. Prinsip Mengenal anggota  (Know your customer principle) 
e. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance 
principle) 
f. Prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 
responsibility principle).57 
Mengenai prinsip syariah ini, penulis menyebutnya dengan akad-akad 
(kontrak-kontrak) tradisional Islam, karena keberadaan akad-akad 
dimaksud telah ada sejak awal agama Islam seperti akad  jual beli, akad 
sewa menyewa, akad bagi hasil, akad pinjam meminjam dan akad-akad 
pelengkap. Dan akad-akad tersebut dapat diterapkan  pada operasional 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan mengacu pada Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berikut peraturan 
perundang-undangan terkait berupa Undang-undang, Peraturan menteri 
keuangan, Keputusan menteri keuangan, Peraturan Bank Indonesia , 
Keputusan Bapepam LK dan sebagainya.58 
Asas-asas Hukum Islam yang meliputi seluruh lapangan Hukum Islam 
meliputi :  
a. Asas keadilan, 
b. Asas kepastian hukum, dan  
                                                 
56 Abdul Ghafur Anshari, Op. Cit. hlm. 14. 
57 Ibid. hal. 190. 
58 Ibid. hlm. 13. 
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c. Asas kemanfaatan.59    
Penerapan  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah   dalam konteks prinsip syariah yang dalam 
penelitian ini dikhususkan pada produk pembiayaan pada KJKS BMT 
Mitra Mandiri Wonogiri, diawali dengan  
akad/kontrak/perjanjian/perikatan antara pihak anggota   dengan KJKS 
BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Karenanya kandungan isi dari Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dari 796 pasal (80%) adalah berkenaan 
dengan akad atau perjanjian, dengan demikian materi terbanyak dari 
ketentuan-ketentuan tentang ekonomi syariah adalah berkenaan dengan 
hukum perjanjian atau dengan kata lain inti dari hukum ekonomi syariah 
adalah dalam hukum perjanjian syariah.60 
Istilah Akad secara yuridis formal di Indonesia dipergunakan dalam 
berbagai perjanjian dalam bidang  ekonomi syariah . Dalam pasal 20 
angka 1 KHES  dirumuskan bahwa akad adalah  “Kesepakatan dalam 
suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak 
melakukan perbuatan tertentu”. Rumusan ini sedikit agak berbeda dengan 
rumusan yang tercantum dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang 
Nomor19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara  yang 
menyatakan bahwa “akad adalah perjanjian tertulis yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan”. Rumusan formal lain dapat dilihat dalam pasal 1 
angka 13 Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah  yang menyatakan bahwa “ akad adalah kesepakatan tertulis 
antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak 
dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”. 
Asas-asas  akad disebutkan dalam Bab II pasal 21 Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah, selanjutnya disingkat KHES sebagai berikut : 
Akad dilakukan berdasarkan : 
                                                 
59 Muchsin, Pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Ekonomi Indonesia (bahan kuliah 
S2 UNS),  Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008. 
60 Abdurrahman, op. Cit. Hlm. 32. 
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a. Ihtyiari/sukarela : setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, 
terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak  atau pihak 
lain. 
b. Amanah/menepati janji : setiap akad wajib dilaksanakan oleh para 
pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang 
bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji . 
c. Ihtiyati/kehati-hatian : setiap akad dilakukan dengan pertimbangan 
yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. 
d. Luzum/tidak berubah: setiap kad dilakukan dengan perhitungan yang 
jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik 
spekulasi atau maisir. 
e. Saling menguntungkan : setiap akad dilakukan untuk memenuhi 
kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasidan 
merugikan salah satu pihak. 
f. Taswiyah/kesetaraan : para pihak dalam setiap akad memiliki 
kedudukan yang setara, dan memiliki hak dan kewajiban yang 
seimbang. 
g. Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban  
para pihak secara terbuka. 
h. Kemampuan : setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para 
pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang 
bersangkutan. 
i. Taisir/kemudahan : setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi 
kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat 
melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. 
j. Iktikat baik: akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, 
tidak mengandung jebakan dan perbuatan buruk lainnya. 
k. Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang 
oleh hukum dan tidak haram.61 
 
Adapun rukun dan syarat akad adalah sebagaimana diatur dalam pasal 
22-25 KHES , Rukun akad terdiri atas : a. Pihak pihak yang berakad; b. 
Objek akad; c. Tujuan pokok akad; dan d. Kesepakatan (pasal 22). Pihak-
pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang 
memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (pasal 23). Objek 
akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh 
masing-masing pihak (pasal 24). Akad bertujuan untuk memenuhi 
                                                 
61 Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, MA-RI, Jakarta, 2008. 
hlm. 12. 
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kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang 
mengadakan akad (pasal 25).62 
Dalam pasal 26 KHES disebutkan akad tidak sah atau menjadi batal 
apabila bertentangan dengan :  
a. Syariat Islam; 
b. Peraturan perundang-undangan; 
c. Ketertiban  umum ; dan/atau 
d. Kesusilaan.63 
Tentang syarat-syarat sahnya perjanjian ini juga diatur  pasal 1320 
KUHPerdata  sebagai berikut  
Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal.64 
Pasal  ini merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan 
syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut 
baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat 
subyektif maupu8n syarat mengenai perjanjian itu sendiri  (isi perjanjian) 
atau yang biasa disebut syarat objektif. 
Untuk membangun dan mengembangkan ekonomi Islam [baca 
Syariah] dibutuhkan pengetahuan yang memadai sehingga bisa 
membedakan dengan ilmu ekonomi konvensional. Secara mendasar 
keduanya mempunyai perbedaan yang sulit untuk dikompromikan. Ilmu 
ekoniomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler atau 
bebas nilai. Tidak ada unsur Ketuhanan didalamnya, sehingga tidak 
memasukkan pertanggungjawaban terhadap tuhan. Ilmu ekonomi 
                                                 
62 Ibid. hlm. 13. 
63 Ibid. hlm. 13. 
64 R. Subekti  dan R. Tjitrosudibio, Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, cet.XXV,  PT. 
Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 283. 
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konvensional  hanya berbicara aspek keduniaan, masa lalu, sekarang dan 
masa yang akan datang, terbatas di dunia. 
Ilmu ekonomi Islam  sangat berbeda dengan  dengan ilmu ekonomi 
konvensional. Ilmu ekonomi Islam diilhami oleh nilai-nilai ketuhanan, dan 
keyakinan terhadap tuhan ini membuat ekonomi Islam tidak bebas nilai. 
Orientasinya tidak hanya didunia semata melainkan sampai diakherat 
nanti. Oleh karenanya ilmu ekonomi Islam mempertanggungjawabkannya 
didunia dan akherat.65 
 
Prinsip-prinsip Ekonomi Islam : 
a. Sumber daya, baik manusia maupun ekonomi (kekayaan)  dipandang 
sebagai amanah (titipan). Sebagai titipan,  manusia harus menjaga, 
memelihara dan memanfaatkan titipan tersebut secara maksimal untuk 
memenuhi kesejahteraan dunia dan akhirat, serta 
mempertanggungjawabkannya tidak hanya kepada manusia didunia 
tetapi kepada Allah didunia dan akhirat. 
b. Islam mengakui hak milik individu dalam batas-batas tertentu, tetapi 
Islam juga mengatur hak bersama (sosial). Umat Islam sangat 
dianjurkan untuk mencari kekayaan dengan sungguh-sungguh 
sehingga  memiliki kekayaan demi kesejahteraan individu dan 
keluarganya. Namun Islam memberikan batasan dalam cara dan sistem 
memperoleh pendapatan . dibalik kepemilikan individu tersebut, 
terdapat hak bersama. 
c. Ekonomi Islam dibangun diatas prinsip kerja sama saling 
menguntungkan. Sebagai muslim masing-masing harus menerapkan 
prinsip ini, untuk menjaga hak orang lain. Sebagai  penjual dia tidak 
diperbolehkan  berlaku curang hanya untuk keuntungan sesaat. Juga 
sebagai pemilik modal/kapital,  seorang muslim tidak diperkenankan 
menzalimi orang lain dengan mengeruk laba dari peminjaman uangnya 
tanpa ada resiko bersama(QS. An-nisa (4) ayat 29). 
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d. Kekayaan harus didistribusikan untuk meningkatkan produktifitas 
masyarakat. Uang tidak boleh disimpan saja tetapi harus 
didayagunakan untuk prinsip  kerja sama. Masyarakat  harus dipacu 
supaya memiliki  akses kepada sumberdaya ekonomi, sebaliknya para 
aghniya (orang kaya) tidak diperbolehkan mengeksploitasi orang 
miskin dengan modalnya. Hal ini untuk menghindari agar harta tidak 
hanya beredar dikalangan orang kaya (QS. Al-Hadid (57) ayat 7). 
e. Islam menjamin kepemilikan bersama atas barang-barang umum 
seperti air, tanah, api dll, oeleh karena barang-barang tersebut  tidak 
dapat diklaim sebagai milik pribadi atau dimiliki secara individu. 
f. Seorang muslim harus memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga 
prilaku ekonominya tidak akan menyimpang dari ajaran tauhid. 
Dengan landasan ini pula pelaku ekonomi dapat terhindar dari sifat 
curang, khianat dan lain-lain dalam setiap transaksi ekonomi (QS. Al-
Baqarah (2) ayat 281). 
g. Islam mewajibkan zakat atas harta yang telah nisab (ukuran tertentu) 
dan haul (batas waktu tertentu), hal ini menunjukkan ada hak orang 
lain untuk harta yang ditabung/dikumpulkan. 
h. Islam melarang riba dalam setiap transaksi ekonomi.66 
Prinsip dasar syariah inilah yang membedakan ekonomi syariah dari 
ekonomi konvensional adalah ridha (kebebasan berkontrak), ta'awun,  
bebas riba, bebas gharar, bebas tadlis, bebas maisir, objek yang halal  
dan amanah.67 
Pengertian Prinsip syariah yang disebutkan diberbagai  peraturan 
perundang-undangan atau peraturan lainnya di Indonesia yang  antara lain  
termuat dalam Pasal 1 angka  12  Undang-undang nomor. 21 Tahun 2008 
tentang  Perbankan Syariah  yaitu :  "Prinsip Syariah adalah prinsip 
hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 
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Fatwa dibidang syariah ". Dan yang dimaksud lembaga yang berwenang 
disini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN).dan Dewan Pengawas 
Syariah (DPS). 
Dengan mengacu pada penjelasan pasal 49 huruf i Undang Undang 
Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  yang menyebutkan kompetensi 
absolud Peradilan Agama dibidang Ekonomi Syariah adalah :  Bank 
syariah; Lembaga Keuangan Mikro Syariah; Asuransi Syariah; Reasuransi 
Syariah; Reksa dana Syariah ; Obligasi syariah dan surat berjangka 
menengah syariah; Sekuritas Syariah; Pembiayaan syariah; Pegadaian 
Syariah; Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah;  dan bisnis syariah.68 
Maka ke sebelas Lembaga Keuangan syariah (LKS ) termasuk bisnis 
syariah dalam operasionalnya mesti menerapkan Peraturan perundang 
undangan atau peraluran lainnya  dalam konteks  prinsip syariah. 
Adapun prinsip syariah dimaksud adalah, dalam transaksi keuangan 
tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam berupa : 
Perjudian (maisyir),  ketidak jelasan (Gharar), Bunga (riba), suap 
menyuap (Risywah), dan kebatialan (DhulmZalim).  Hal ini dimuat  dalam   
pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah    yaitu " Perbankan Syariah  dalam melakukan usahanya 
berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian". 
Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 tersebut dijelaskan sebagai berikut :   
Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain adalah 
kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur : 
a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain 
dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, 
kuantitas, dan waktu penyerahan ( fadhl), atau dalam transaksi pinjam-
meminjam yang mensyaratkan Anggota  Penerima Fasilitas 
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mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena 
berjalannya waktu (nasi'ah); 
b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang 
tidak pasti dan bersifat untung-untungan;  
c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas,  tidak dimiliki, tidak 
diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat 
transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; 
d. Haram,  yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau 
e. Zalim,  yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak 
lainnya. 
Yang dimaksud  demokrasi ekonomi  adalah kegiatan ekonomi 
syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan 
kemanfaatan. 
Yang dimaksud  Prinsip kehati hatian adalah pedoman pengelolaan 
Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, 
dan efesien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.69 
Kaitanya dengan menakisme operasional koperasi BMT, maka dalam 
akad/kontrak penghimpunan  maupun penyaluran/pembiayaan  sudah 
semestinya sesuai dengan prinsip hukum Islam. 
4. Konsep Pembiayaan Dalam BMT 
a. Pengertian KJKS, BMT dan Pembiayaan 
Pengertian KJKS termuat dalam Surat Keputusan Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan Republik Indonesia Nomor: 
35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang 
Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi    
pasal 1 angka 2 disebutkan, yang dimaksud dengan Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah  selanjutnya disebut  KJKS, adalah  koperasi yang 
usaha kegiatannya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan 
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simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan 
koperasi yang bersangkutan". 70 
Pengertian  BMT secara etimologi diambil dari kosa kata al-maal 
dan at-tamwil, al-maal berarti harta kekayaan sedangkan at-tamwil 
berarti pertumbuhan,  harta itu sendiri yang sama-sama berasal dari 
kata maala.71 Sedangkan menurut Muhammad Ridwan, BMT secara 
harfiyah/lughawi  Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil 
berarti Rumah Usaha.72 
Adapun pengertian secara terminologi Baitul Maal Wattamwil sulit 
ditetapkan secara tepat. Hal tersebut disebabkan keterbatasan literatur 
yang membahas BMT juga belum adanya institusi BMT yang 
permanen. Baitul Maal dimaksudkan adalah lembaga keuangan yang 
usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam 
berifat non komersial yang bersumber dari Zakat, Infaq, Shadaqah,  
Hibah dan lain-lainnya, selanjutnya disalurkan kepada yang berhak 
(mustahiq). Adapun Bitut Tamwil  dimaksudkan adalah suatu 
institusi/lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya adalah 
menghimpun dana dari pihak ketiga (deposan) dan memberikan 
pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan 
menguntungkan.73 
Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa 
BMT  merupakan organisasi sosial  yang juga sekaligus berperan 
bisnis. Peran sosial BMT terlihat pada uraian Baitul Maal, dan peran 
bisnisnya terlihat pada  uraian Baitut Tamwil. 
Pengertian Pembiayaan  termuat dalam Surat Keputusan Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan Republik Indonesia 
Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
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Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah  tanggal 10 
September 2004, pasal 1 angka 8 disebutkan : 
Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau 
kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon 
anggota koperasi mlain dan atau anggotanya, yang mewajibkan 
penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang 
diterima kepada pihak koperasi sesuai akad diserta pembayaran 
sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang 
dibiayai atau penggunaan dana pembaiayaan tersebut.74 
 
Pembiayaan merupakan salah satu dari  tugas pokok  Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun non bank. Menurut sifat 
penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua segai berikut :  
1) Pembiayaan produktif,  yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 
meningkatkan usaha, baik usaha pruduksi,  perdagangan maupun 
investasi. 
2) Pembiayaan konsumtif,  yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan.75 
Adapun menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat 
dibagai menjadi dua  hal sebagai berikut : 
1) Pembiayaan modal kerja,  yaitu pembiayaan untuk memenuhi 
kebutuhan  : a). Peningkatan produksi,  baik secara kuantitatif, 
yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif. yaitu 
peningkatan kwalitas atau mutu hasil produksi ; dan  b). untuk 
keperluan perdagangan atau peningkatan utility of peace dari suatu 
barang. 
2) Pembiayaan investasi,  yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-
barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat 
kaitannya dengan itu.76 
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b. Perolehan modal dan Prinsip pembiayaan  BMT 
Perolehan Modal Koperasi BMT (KJKS) didapat dari modal 
sendiri dan dari modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari : 
1) Simpanan pokok. 
2) Simpanan wajib. 
3) dana cadangan. 
4) Hibah. 
Adapun modal pinjaman didapat dari : 
1) Anggota. 
2) Koperasi lainnya dan /anggotanya. 
3) Bank dan lembaga keuangan lainnya. 
4) Sumber lain yang sah.77 
BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat 
sosial, namun  juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki 
ekonomi umat.  
Oleh karenanya dana yang dikumpulkan dari anggota disalurkan 
kepada anggota dan/atau masyarakat dalam bentuk pinjaman atau 
disebut dengan pembiayaan.  
Dua kerangka hukum yang dijadikan sendi-sendi perjanjian 
pembiayaan syariah adalah Hukum Syariah  dan Hukum Positif.  
Jika dalam perjanjian kredit atau pembiayaan konvensional cukup 
mengacu pada hukum positif saja, maka terhadap perjanjian 
pembiayaan syariah sebelum produk pembiayaan syariah diterbitkan 
/digunakan secara mendalam, bank syariah yang bersangkutan akan 
melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk menghindari terjadinya 
benturan atau devisiasi hukum syariahnya.78 Hal yang demikian juga 
diberlakukan untuk pembiayaan lembaga keuangan syariah non bank. 
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Istilah Pembiayaan  dalam lembaga keuangan syariah  merupakan 
pembeda dengan bank konvensional dengan istialah Kredit.  Hal itu 
terdapat secara eksplisit dalam  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan , pasl 1 Nomor 12  istilah Kredit  dalam 
Perbankan Syariah  ditiadakan dan diganti dengan istilah Pembiayaan 
oleh karena itu  BPRS yang pada awalnya Bank Perkreditan Rakyat 
Syariah diubah menjadi  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang  Perbankan Syariah . 
 Produk penyaluran dana di KJKS  BMT dapat dikembangkan 
menjadi tiga mode yaitu : 
1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama guna 
untuk mendapat barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. 
2) Transaksi pembiayaan yang dilakukan untuk memiliki barang, 
dilakukan dengan prinsip jual beli. 
3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa 
dilakukan dengan prinsip sewa.79  
Konsep Penyaluran dana oleh KJKS BMT dapat dikelompokkan 
sebagai berikut : 
1) Prinsip bagi Hasil (Syirkah), dalam pengoperasiaannya dengan 
pola-pola : a). Musyarakah, adalah kerjasama dalam usaha oleh 
dua pihak; b). Mudharabah, yaitu kerja sama dimana shahibul 
Maal  memberikan dana 100 persen kepada mudharib yang 
memiliki keahlian; c). Mudharabah Muqayyadah , yang pada 
prinsipnya sama dengan persyaratan Mudharabah Mutlaqah. 
Adapun perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan 
penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. 
2) Prinsip Jual beli (tijarah), dapat dikembangkan menjadi bentuk-
bentuk pembiayaan sebagai berikut : a).  Pembiayaan Murabahah, 
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adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan 
yang jelas; b). Bai’ as-Salam adalah akad pembelian barang yang 
mana barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan 
pembayarannya dilakukan secara tunai dimuka; c). Bai’ al istisna’ 
merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan KJKS BMT. 
3) Prinsip Sewa (ijarah), dilandasi adanya pemindahan manfaat. 
4) Prinsip Jasa, pada dasarnya prinsip akadnya adalah ta’awuni atau 
tolong menolong. Akad ini meliputi : a). Al wakalah berarti 
penyerahan atau pendelegasian; b). Kafalah berarti jaminan yang 
diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi 
kewajibannya kepada pihak lain yang ditanggungkan; c). Hawalah 
adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si 
penanggung; d). Rahn adalah menahan salah satu harta milik 
peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.80 
Dari konsep penyaluran dana oleh BMT  tersebut  untuk 
terimplementasinya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah   dalam konteks prinsip syariah,  maka mekanisme  
pembiayaan yang diawali dari  akad  atau kontrak  dalam 
pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat sebagi berikut: 
1) Syarat-syarat akad dalam pembiayaan  mudharabah  adalah: 
a) Koperasi BMT  (KJKS/UJKS) bertindak sebagai shahibul maal 
yang menyediakan dana secara penuh dan anggota bertindak 
sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. 
b) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan koperasi BMT 
(KJKS/UJKS)  dan anggota. 
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c) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) tidak ikut serta dalam 
pengelolaan usaha anggota, tetapi memiliki hak dalam 
pengawasan dan pembinaan usaha anggota. 
d) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang. 
e) Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai, harus 
dinyatakan jumlahnya. 
f) Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, barang 
yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau 
harga pasar wajar. 
g) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan 
dalam bentuk nisbah yang disepakati. 
h) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) menanggung seluruh resiko 
kerugian usaha yang dibiayai, kecuali apabila anggota 
melakukan kecurangan, lalai atau menyalahi perjanjian yang 
mengakibatkan kerugian usaha. 
i) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang 
waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan 
tidak berlaku surut. 
j) Nisbah  bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang  
(tierning) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan 
kesepakatan pada awal akad. 
k) Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan 
metoda bagi untung dan rugi (profit and lose sharing) atau 
metode bagi pendapatan (revenue sharing). 
l) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib 
sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha mudharib 
m) Dalam hal anggota ikut menyertakan modal dalam kegiatan 
usaha yang dibiayai koperasi BMT (KJKS/UJKS), berlaku 
ketentuan : 
(1) Anggota bertindak sebagai mitra usaha dan  mudharib.  
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(2) Dari keuntungan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha 
yang dibiayai tersebut, anggota mengambil bagian 
keuntungan dari porsi modalnya,  keuntungan sisanya 
dibagi sesuai kesepakatan antara koperasi BMT 
(KJKS/UJKS) dan anggota. 
n) Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode 
akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun,  atau 
dilakuakan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk  
(cash in flow)  usaha anggota. 
o) Koperasi BMT (KJKS/UJKS), dapat meminta jaminan atau 
agunan untuk mengantisipasi resiko anggota melakukan 
kecurangan, pelanggaran kontrak atau kelalaian.81 
   Dalam hal pembiayaan akad mudharabah  menggunakan   
mudharabah muqayyadah, maka syarat-syarat yang mesti dipenuhi 
adalah:   
a) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) bertindak sebagai agen penyalur 
dana investor (channelling agent)  kepada anggota yang 
bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan 
persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan investor. 
b) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana  dan pembagian  
keuntungan dikembalikan ditentukan berdasarkan kesepakatan 
antara investor, anggota dan koperasi BMT (KJKS/UJKS). 
c) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) tidak ikut serta dalam 
pengelolaan usaha anggota, tetapi memiliki hak dalam 
pengawasan dan pembinaan usaha anggota. 
d) Pembiayaan  diberikan dalam bentuk tuanai dan/atau barang. 
e) Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, barang 
yang diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau 
harga pasar. 
                                                 
81 Ibid. hlm. 47. 
  lxi 
f) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) sebagai agen penyaluran dana 
dapat menrima fee (imbalan) yang peerhitungannya diserahkan 
kesepakatan para pihak. 
g) Pembagian keuntungan dari pengelola an dan investasi 
dinyatakan dalam bentuk nisbah  yang disepakati antara 
investor dan anggota. 
h) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) sebagai penyalur dana milik 
investor tidak menanggung resiko kerugian usaha yang 
dibayar. 
i) Investor sebagai pemilik dana mudharabah muqayyadah  
menanggung seluruh resiko kerugian kegiatan usaha, kecuali 
jika anggota melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi 
perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.82 
2) Syarat-syarat akad/kontrak dalam pembiayaan  musyarakah dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
a) Koperasi  BMT (KJKS/UJKS) dan anggota masing-masing 
bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama 
menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan 
usaha tertentu. 
b) Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan koperasi BMT 
(KJKS/UJKS) sebagai mitra usaha  dapat ikut serta dalam 
pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang  yang 
disepakati. 
c) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) berdasarkan kesepakatan dengan 
anggota  dapat menunjuk anggota untuk mengelola usaha. 
d) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan / atau barang. 
e) Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, barang 
yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan 
kesepakatan. 
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f) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakan koperasi BMT 
(KJKS/UJKS) dan anggota. 
g) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai 
kesepakatan. 
h) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan 
dalam bentuk nisbah  yang disepakati. 
i) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) dan anggota menanggung 
kerugian secara proposional menurut porsi modal masing 
masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai atau menyalahi 
perjanjian dari salah satu pihak. 
j) Nisbah  bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah 
sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar 
kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. 
k) Nisbah  bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) 
yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada 
awal akad. 
l) Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metoda bagi 
untung  ( profit sharing)atau metoda bagi pendapatan (revenue 
sharing). 
m) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan 
laporan keuangan. 
n) Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode 
akad  atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas 
masuk (cash in flow) usaha. 
o) BMT dapat meminta jaminan atau agunan untuk 
mengantisipasi resiko apabila anggota tidak dapat memenuhi 
kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian 
dan atau kecurangan.83 
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3) Syarat-Syarat akad dalam pembiayaan   murabahah dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
a) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) menyediakan dana pembiayaan 
berdasarkan jual beli. 
b) Jangka waktu pembayaran  harga barang oleh anggota kepada 
koperasi BMT (KJKS/UJKS) ditentukan berdasarkan 
kesepakatan koperasi BMT (KJKS/UJKS)  dan anggota. 
c) Koperari BMT (KJKS/UJKS) dapat membiayai sebagian atau 
seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati 
kualifikasinya. 
d) Dalam hal  Koperari BMT (KJKS/UJKS) mewakilkan kepada 
anggota (wakalah) untuk membeli barang, akad murabahah  
harus dilakukan  setelah barang  secara prinsip  menjadi milik 
BMT. 
e) Koperari BMT (KJKS/UJKS) dapat meminta anggota untuk 
membayar uang muka atau urbun saat menandatangani 
kesepakatan awal pemesanan barang oleh anggota. 
f) Koperari BMT (KJKS/UJKS) dapat meminta anggota untuk 
menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai 
BMT.  
g) Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad 
dan tidak berubah selama pereode akad. 
h) Angsuran pembiayaan selama pereode akad harus dilkukan 
secara proposional.84  
Dalam hal   akad murabahah  koperasi BMT (KJKS/UJKS) 
meminta anggota untuk membayar uang muka (urbun)  saat 
menandatangani kesepakan awal memesan barang oleh anggota, 
maka berlaku ketentuan sebagai berikut :   
a) Jika anggota menolak membeli setelah membayar uang muka, 
maka anggota harus membayar kerugian kepada koperasi BMT 
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(KJKS/UJKS). Jika uang muka masih sisa dikembalikan pada 
anggota, dan jika kurang anggota membayar kekuarangannya. 
b) Jika anggota batal membeli barang setelah membayar uang 
muka, maka uang muka (urbun)  menjadi milik koperasi, dan 
jika  urbun  tidak mencukupi, anggota wajib melunasi 
kekurangannya. 
Dalam pembiayaan  murabahah  koperasi BMT (KJKS/UJKS)   
dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran 
terhadap anggota yang pembayaran cicilannya tepat waktu dan 
atau  anggota yang kemampuan pembayarannya menurun. Besar 
potongan tidak ditentukan pada akad sehingga tergantung pada 
kebijakan pengurus koperasi BMT (KJKS/UJKS).85 
4) Syarat-syarat akad dalam  pembiayaan salam  dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
a) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) membeli barang dari anggota 
dengan spesifikasi, kwalitas, jumlah, jangka waktu, tempat dan 
harga yang disepakati. 
b) Pembayaran harga oleh Koperasi BMT (KJKS/UJKS) kepada 
anggota harus dilakukan secara penuh pada saat akad 
disepakati atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah akad 
disepakati. 
c) Pembayaran oleh Koperasi BMT (KJKS/UJKS) kepada 
anggota tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang anggota 
kepada Koperasi BMT (KJKS/UJKS). 
d) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa 
uang, barang atau manfaat sesuai dengan kesepakatan. 
e) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) sebagai pembeli tidak boleh 
menjual barang yang belum diterima. 
f) Dalam rangka meyakinkan bahwa penjual dapat menyerahkan 
barang sesuai kesepakatan, BMT (KJKS/UJKS) dapat meminta 
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jaminan pihak kedua dalam bentuk agunan lainnya sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
g) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) hanya dapat memperoleh 
keuntungan atau kerugian pada saat barang yang dibeli BMT 
telah dijual kepada pihak lain, kecuali terdapat perubahan 
harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual 
kepada pihak lain. 
Pada pembiayaan salam dalam hal pesanan tidak sesuai dengan 
kesepakatan, baik kaitannya dengan waktu penyerahan, kwantitas 
maupun kwalitas barang, maka BMT memiliki pilihan : 
a) Membatalkan (men- fasakh-kan)  akad dan meminta 
pengembalian dana hak koperasi BMT . 
b) Menunggu penyerahan barang tersedia. 
c) Meminta kepada anggota untuk mengganti dengan barang 
lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nialai 
pasarnya sama dengan barang pesanan semula. 
Dalam hal  BMT menyerahkan barang yang kwalitasnya lebih baik 
dari kesepakatan dan  anggota menerima ,  BMT tidak  boleh 
meminta tambahan harga, kecuali kedua belah pihak ada 
kesepakatan. Begitupun sebaliknya, apabila BMT menyerahkan 
barang yang kwalitasnya lebih rendah dari kesepakatan semula dan 
anggota menerima, maka anggota tidak boleh meminta 
pengembalian harga, kecuali kedua belah pihak  ada kesepakatan.86 
5) Syarat-syarat  akad pembiayaan Istisna  harus memenuhi 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
a) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) menjual barang kepada anggota 
dengan spesifikasi , kwalitas, jangka waktu, tempat dan harga 
yang disepakati. 
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b) Pembayaran oleh anggota kepada koperasi BMT (KJKS/UJKS) 
tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang anggota kepada 
koperasi BMT (KJKS/UJKS). 
c) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 
uang, barang atau manfaat sesuai dengan kesepakatan.  
d) Pembayaran oleh anggota selaku pembeli kepada koperasi 
BMT (KJKS/UJKS)  dilakukan secara bertahap atau sesuai 
dengan kesepakatan. 
Pada pembiayaan Istisna’ dalam hal seluruh atau sebagian 
barang tidak tersedia sesuai dengan kesepakatan, baik kaitannya 
dengan waktu penyerahan, kwantitas maupun kwalitas barang, 
maka BMT (KJKS/UJKS) memiliki pilihan : 
a) Membatalkan (men- fasakh-kan)  akad dan meminta 
pengembalian dana hak koperasi BMT (KJKS/UJKS). 
b) Menunggu penyerahan barang tersedia. 
c) Meminta kepada anggota untuk mengganti dengan barang 
lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nialai 
pasarnya sama dengan barang pesanan semula. 
Dalam hal  BMT (KJKS/UJKS)menyerahkan barang yang 
kwalitasnya lebih baik dari kesepakatan dan  anggota menerima ,  
BMT tidak  boleh meminta tambahan harga, kecuali kedua belah 
pihak ada kesepakatan. Begitupun sebaliknya, apabila 
BMT(KJKS/UJKS) menyerahkan barang yang kwalitasnya lebih 
rendah dari kesepakatan semula dan anggota  
menerima, maka anggota tidak boleh meminta pengembalian 
harga, kecuali kedua belah pihak  ada kesepakatan87 
6) Syarat-syarat akad ijarah,  dalam hal ini  dapat digunakan dua 
jenis transaksi :  
a) Akad ijarah  untuk transaksi sewa-menyewa, dengan  
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
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(1) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) dapat membiayai pengadaan 
objek sewa berupa barang yang telah dimiliki koperasi 
BMT (KJKS/UJKS) atau barang yang diperoleh dengan 
menyewa dari pihak lain untuk kepentingan anggota 
berdasrkan kesepakatan. 
(2) Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan 
diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan jelas, termasuk 
pembayaran sewa dan jangka waktunya. 
(3) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) wajib menyediakan barang 
sewa, menjamin pemenuhan kwalitas maupun kwantitas 
barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa 
sesuai kesepakatan. 
(4) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) wajib menanggung biaya 
pemeliharaan barang atau aset sewa yang sifatnya material, 
struktural sesuai kesepakatan. 
(5) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) dapat mewakilkan kepada 
anggota untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh 
anggota ; anggota wajib membayar sewa, menjaga 
keutuhan barang sewa, dan menanggung pemeliharaan 
barang sewa sesuai dengan kesepakatan. 
(6) Anggota wajib membayar sewa secara tunai, menjaga 
keutuhan barang sewa  dan menanggung biaya 
pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan. 
(7) Anggota tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang 
terjadi pada barang sewa jika bukan akibat pelanggaran 
perjanjian atau kelalaian anggota. 
b) Akad ijarah  untuk transaksi multi jasa dengan persyaratan 
sebagai berikut : 
(1) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) dapat memberikan 
pembiayaan kepada anggota dengan menggunakan akad 
ijarah untuk transaksi multi jasa dalam jasa keuangan 
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antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, 
ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. 
(2) Dalam pembiayaan kepada anggota yang menggunakan 
akad ijarah untuk transaksi multi jasa, koperasi BMT 
(KJKS/UJKS) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau 
fee. 
(3) Besar  ujrah atau fee dapat disepakati diawal dan 
dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk 
prosentase. 
7) Syarat-syarat Akad qardh  yang merupakan pinjaman biasa tanpa 
pengembalian lebih. Dengan persyaratan sebagai berikut : 
a) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) dapat memberikan pinjaman 
qard  untuk kepentingan anggota berdasarkan kesepakatan. 
b) Anggota wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman qardh 
yang diterima pada waktu yang telah disepakati. 
c) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) dapat membebankan kepada 
anggota biaya administrasi sehubungan dengan pemberian 
pinjaman qardh. 
d) Anggota dapat memberikan tambahan dalam bentuk 
sumbangan dengan sukarela  kepada koperasi BMT 
(KJKS/UJKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad. 
e) Dalam hal anggota tidak dapat mengembalikan sebagaian atau 
seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati,  
karena anggota tidak mampu,  koperasi BMT (KJKS/UJKS) 
dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau 
menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman anggota atas 
beban kerugian koperasi BMT (KJKS/UJKS). 
f) Dalam hal anggota digolongkan tidak mampu atau tidak 
mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai 
dengan waktu yang telah disepakati, koperasi BMT 
(KJKS/UJKS) dapat menjatuhkan sanksi kewajiban 
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pembayaran atas kelamatan pembayaran, atau menjual agunan 
anggota untuk menutup kewajiban pinjaman anggota. 
g) Sumber dana pinjaman  qardh    untuk kegiatan usaha yang 
yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang 
disahkan dan dari dana infaq. 
h) Sumber dana pinjaman qardh  untuk kegiatan usaha yang 
bersifat talangan dana komersial jangka pendek(short term 
financing) diperbolehkan dari dana pihak ketiga yang bersifat 
investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan anggota 
pemilik dana.  
8) Akad Hawalah  atau Hiwalah, adalah pengalihan hutang dari 
orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam prakteknya 
hawalah dapat terjadi pada : 
a) Factoring atau anjak piutang, yaitu anggota yang mempunyai 
piutang mengalihlkan piutang tersebut kepada KJKS BMT 
dan KJKS BMT membayarkan kepada anggota , selanjutnya 
KJKS BMT akan menagih kepada orang yang berpiutang. 
b) Post date check, yaitu KJKS BMT bertindak sebagai juru 
tagih atas piutang anggota  tanpa harus mengganti terlebih 
dahulu. 
c) Bill discounting, secara prinsip transaksi ini sama dengan 
hawalah pada umumnya.88  
 Dalam perjanjian pembiayaan ta’widh (ganti rugi) dapat 
dikenakan asalkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) dapat mengenakan ganti rugi 
(ta’widh) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan 
dengan jelas kepada anggota, yang dengan sengaja atau karena 
kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan 
akad dan mengakibatkan kerugian koperasi BMT. 
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2) Besar ganti rugi (ta’widh) yang dapat diakui sebagai pendapatan 
BMT (KJKS/UJKS)adalah sesuai dengan kerugian riil (real loss)  
yang berkaitan dengan upaya BMT (KJKS/UJKS) untuk 
memperoleh pembayaran dari anggota ; bukan kerugian yang 
diperkirakan akan terjadi (potential loss)  karena adanya peluang 
yang hilang (oportunity loss atau al furshah al dha’iah). 
3) Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan pada akad yang 
menimbulkan hutang piutang (dain), seperti salam, istishna’, serta 
murabahah dan ijarah, yang pembayarannya dilakukan tidak 
secara tunai.  
4) Ganti rugi (ta’widh)  dalam akad mudharabah  dan musyarakah , 
hanya boleh dikenakan koperasi BMT (KJKS/UJKS) sebagai 
shahibul maal apabila bagian keuntungan koperasi BMT 
(KJKS/UJKS) yang sudah jelas yang tidak dibayarkan oleh 
anggota sebagai mudharib.89 
Adapun produk pembiayaan di KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri  adalah sebagai berikut : 
1) Divisi sosial –Non Profit Motif (Baitul Maal), Menyalurkan dana 
ZISWAF  kepada para Mustahik (yang berhak menerima) dengan 
pola pembiayaan qardhul hasan maupun bantuan tunai seperti bia 
siswa dan lain-lain. 
2) Divisi bisnis –Profit Motive (Baitut  Tamwil),  Menjalurkan dana 
simpanan anggota dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi 
hasil (Mudharabah), Jual beli (Murabahah) dan lain-lain.90  
i. Peran  Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah  
(DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 
  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32 tahun 1999 
tanggal  12 Mei 1999 tentang  Bank Umum Berdasarkan Prinsip 
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Syariah,  Pasal 1 huruf i menyebutkan: “Dewan Syariah Nasional  
adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas 
dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, 
jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah".  
       Pasal 1 huruf j menyebutkan : " Dewan Pengawas Syariah  adalah 
dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah 
Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah , dengan tugas yang diatur oleh Dewan 
Syariah Nasional".91 
  Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah 
(DPS), secara resmi dibentuk pada tahun 1999 yang merupakan hasil 
rekomendasi dari lokakarya reksadana syariah pada bulan juli 1999. 
Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama 
Indonesia  (MUI) dipimpin oleh Ketua umum Majelis Ulama dan 
Sekretaris.92  
  Tugas dan wewenang DSN dan DPS adalah  sebagai berikut : 
a. Dewan Syariah Nasional (DSN) bertugas,  
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada 
khususnya. 
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 
3) Mengeluarkan Fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 
b. Dewan Syariah Nasional (DSN) berwenang, 
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi 
dasar tindakan hukum pihak terkait. 
                                                 
91 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, op. cit. hlm. 165. 
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2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan 
/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti 
Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. 
3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-
nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada 
suatu lembaga keuangan Syariah. 
c. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas. 
1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga-lembaga 
keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya. 
2) Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul 
pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan 
lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional' 
3) Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan 
operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada 
Dewan Syarian Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu 
tahun anggaran. 
4) Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-
permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah 
Nasional.93 
Kehadiran Dewan Pengawas Syariah  pada BMT (KJKS/UJKS) 
berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana  BMT secara de 
facto, bukan sebatas  de jure  sebagaimana terjadi selama ini hampir 90% 
dari total BMT (KJKS/UJKS) yang ada di kabupaten Brebes, Tegal dan 
Pemalang, serta sebagian besar didaerah-daerah lain di Jawa Tengah,  de 
facto  tidak memiliki Dewan yang bertugas mengawasi operasional BMT 
dari sudut pandang syariah ini. Realitas seperti ini diduga menjadi salah 
satu sebab terjadinya banyak penyimpangan dalam penerapan produk-
produk syariah beberapa BMT yang sering memicu lahirnya berbagai 
penialian negatif dari masyarakat.94  
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Salah satu masalah dalam penerapan fatwa DSN adalah tentang 
sangsi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan 
syariah baik bank maupun non bank, terutama bila bank syariah tertentu 
tidak berjalan sesuai dengan fatwa DSN dan DPS yang ada di setiap bank 
syariah. Faktor utama sebagai penyebab disini adalah karena tidak adanya 
perundang-undangan yang memadai dan bentuk hukuman memaksa yang 
harus diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank atau 
anggota  dan ekonomi syariah secara umum. Salah satu langkah yang 
direncanakan saat ini oleh BI adalah positifisasi fatwa-fatwa DSN menjadi 
PBI atau SEBI. 95  
 
B. Kerangka Berpikir 
  Lembaga keuangan di Indonesia dilihat dari jenisnya terdiri dari Lembaga 
Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).  Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) ada yang berbentuk bank dan nonbank, dengan 
karakteristik secara imperatif harus menerapkan  pasal 2 Undang undang 
Nomor; 21 Tahun 2008  tentang Perbankan Syariah, juga peraturan Perundang 
Undangan dan peraturan lainnya dalam konteks Prinsip Syariah, dengan 
mempedomani fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). KJKS BMT yang 
merupakan salah satu dari lembaga keuangan syariah nonbank dalam bentuk 
koperaasi simpan pinjam, yang dalam hal ini KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri yang menjadi objek penelitian, adalah menjadi keharusan untuk 
menerapkan pasal 2 Undang undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah juga peraturan  lainnya  dalam konteks Prinsip Syariah 
yang dalam penelitian ini dalam produk pembiayaan. Dan untuk 
menerapkan peraturan perundang undangan dalam konteks syariah tidak bisa 
terlepas dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan kepanjangan 
tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 
                                                 
95 Rifyal Ka’bah, Praktek Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia , makalah disampaikan 
pada acara seminar tentang Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh BADILAG-MARI di 
Hotel Grand Sahid Surakarta tanggal 21-23 April 2006. 
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untuk mengadakan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syaraiah (LKS), 
agar tetap konsisten  melaksanakan ketentuan ketentuan hukum Islam dalam 
bidang perekonomian. Dan untuk lebih jelasnya alur dari  penelitian ini,  maka 
dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut : 
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LKS 
BANK NON BANK 
· UU No.23 th. 1999 tentang Bank Indonesia pasal 1 angka 7 
· UU No.10 th. 1998 tentang perubahan UU No.7 th. 1992 tentang 
perbankan pasal 1 angka 3. 
· UU No.21 th. 2008 tentang Perbankan Syariah  pasal 2. 
· Sk. Dereksi BI No. 32/34/kep/Dir/ tentang Bank Umum 
berdasarkan prinsip syariah pasal 1 huruf g, h, i, j, dan pasal 19, 
20. 
· Peraturan MA RI Nomor.02 th 2008 tentang Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah(KHES). 
· Kepmen. koperasi dan UKM No.91/Kep/M. KUKM/IX/ 2004 
tentang pelaksanaan kegiatan usaha KJKS. 
· Kepmen. koperasi dan KUKM No.35.2/Per/KUKM/X/2007 
tentang Pedoman Standar Operasional Manajer ( SOM)  KJKS dan 
UJKS.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
   
Agar supaya penelitian ini berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiyah, maka diperlukan adanya metode penelitian yang dapat 
memberikan arah dan pedoman dalam memahami objek yang akan diteliti, 
sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan 
rencana yang diharapkan serta membawa manfaat bagi yang memerlukannya. 
Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 
pekerjaan agar tercapai  sesuai yang dikehendaki : cara bekerja yang  
bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan 
yang ditentukan.96 
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, mengatakan “ Penelitian 
merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
maupun tehnologi.” Hal demikian disebabkan penelitian bertujuan untuk 
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. 
Dengan melalui proses penelitian tersebut  diadakan analisis dan kontruksi 
terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah".97 
Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa metodologi berarti sesuai 
dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, 
sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam 
suatu kerangka tertentu.98  
A. Jenis  Penelitian. 
 Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan tergantung pada 
konsep hukum yang akan diteliti. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto 
sebagaimana  dikutip  oleh Setiono berpendapat,  bahwa ada lima konsep 
hukum : 
                                                 
96 Balai Pustaka , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit, hal. 740. 
97 Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan 
singkat, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 1. 
98 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1985, hal. 42. 
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1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal; 
2. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-
undangan hukum nasional; 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan ole hakim inconcreto , dan 
tersistematisasi sebagai judge made law; 
4. Hukum adalah pola-pola prilaku sosial yang terlembagakan, eksis 
sebagai variable sosial yang empirik; 
5. Hukum adalah manisfestasi makna-makna simbolik para prilaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.99 
 Adapun metode penelitian yang akan digunakan  pada tesis 
nantinya adalah poin  (2) yaitu : 
 Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-
undangan hukum nasional, tipe kajiannya adalah ajaran hukum 
murni yang mengkaji "Law as it written in the books" 
menggunakan metode penelitian doctrinal, bersaranakan terutama 
logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif 
penelitiannya para yuridis /yuris kontinental dan berorientasi 
positivistis.100 
 
Ada beberapa Jenis penelitian hukum normatif : 
1. Penelitian inventarisasi hukum positif; 
2. Penelitian asas asas hukum; 
3. Penelitian hukum klinis; 
4. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal;  
5. Penelitian perbandingan hukum; 
6. Penelitian sejarah hukum.101  
Jenis penelitian pada tesis ini adalah jenis yang ke-3 yakni penelitian 
hukum klinis: 
Bertujuan  untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara 
in-concreto. Seperti halnya penelitian untuk menemukan asas asas 
                                                 
99 Setiono, Op. Cit, hal.20. 
100Burhan Ashshofa,  Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. 2007. hlm. 10. 
 
101 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar metoda penelitian hukum, PT Raja Grafindo, 
Jakarta, 2004, hlm. 121-122. 
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hukum, penelitian untuk menemukan hukum in-concreto bagi 
suatu perkara tertentu juga mensyaratkan adanya inventarisasi 
hukum positif in abstracto  dipergunakan sebagai premise mayor, 
sedangkan fakta-fafkta yang relevan dalam perkara (legal facks) 
dipergunakan sebagai premise minor. Melalui silogisme akan 
diperoleh kesimpulan (conclusion)hukum positif yang dicari. Oleh 
karena itu penelitian jenis hukum ini disebut penelitian hukum 
klinis (clinical legal research).102   
 
Penelitian tesis ini tipe kajiannya ajaran hukum murni/Normatif, 
yang mengkaji penerapan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah  dalam konteks prinsip syariah pada produk 
pembiayaan di KJKS BMT  Mitra Mandiri Wonogiri. Dan sebagai 
lembaga keuangan syariah (LKS)   yang berbentuk koperasi (nonbank) 
pengelola  KJKS BMT  Mitra Mandiri Wonogiri  sudah seharusnya 
berusaha melaksanakan peraturan tersebut, oleh karena dalam 
hubungannya dengan sesama manusia (hablu minannaas) akan 
mengembangtumbuhkan kepercayaan anggota kepada BMT sehingga 
menjadikan BMT akan semakin maju, dan hubungan dengan Allah (Hablu 
minaAllah) , semua aktifitas, profesi seseorang  merupakan amanah dari 
Allah dan akan dipertanggung jawabkan dihadapan-Nya. (Qur’an surat  
Zilzalah  ( 99) ayat 7-8). 
 Penelitian juga berkaitan dengan  pengawasan terhadap produk 
pembiayaan KJKS BMT  Mitra Mandiri Wonogiri dalam rangka 
menerapkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah   dalam konteks prinsip syariah juga peraturan lainnya yang 
berkaitan,  yang secara formal legal difatwakan  oleh  Dewan Pengawas 
Syariah (DSN).  Dan dalam konteks Lemabaga Keuangan syariah (LKS)  
pengawasan tidak hanya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)  yang lebih 
utama dan bersifat melekat adalah  Allah, oleh karena Allah Maha 
Mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata (Qur’an Surat Al-Hasyr 
(59) ayat 22) 
                                                 
102Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 
2009, hlm. 129.  
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 Penelitian yang akan dilakukan,  menurut sifatnya  termasuk 
penelitian deskriptif  dimaksudkan untuk memberikan data yang 
diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-
gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas 
hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat 
teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori 
baru.103 
 Dan penelitian yang akan dilakukan dilihat dari bentuknya, 
temasuk penelitian evaluatif  yaitu dilakukan apabila seseorang ingin 
menilai program-program yang dijalankan. 
B. Sumber data 
 Data merupakan suatu “keterangan atau bahan nyata yang dapat 
dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).”104 Untuk data yang 
menjadi penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder  sebagai 
berikut : 
1. Bahan hukum  primer, yaitu bahan bahan hukum yang bersifat 
mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, 
peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang telah dikodifikasi, 
yurisprudensi, dan bahan hukum zaman Belanda yang hingga  kini 




c. Undang-Undang Dasar     1945. 
d. UU No.23 Tahun . 1999 tentang Bank Indonesia.  
e. UU No.10 Tahun  1998 tentang perubahan UU No.7  Tahun 1992 
tentang perbankan. 
f. UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah . 
g. Fatwa-fatwa DSN-MUI. 
h. Sk. Dereksi BI No. 32/34/kep/Dir/ tentang Bank Umum 
berdasarkan prinsip syariah.  
                                                 
103 Setiono, Op. Cit, hal. 5. 
104 Balai Pustaka ,  op. Cit. Hal. 239. 
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i. Peraturan MA RI Nomor.02 th 2008 tentang Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (KHES). 
j. Kepmen. koperasi dan UKM No.91/Kep/M. KUKM/IX/ 2004 
tentang pelaksanaan kegiatan usaha KJKS. 
k. Kepmen. koperasi dan UKM  No.35.2/Per/kuka/X/207 tentang 
Pedoman Standar Operasional Manager ( SOM)  KJKS dan UJKS. 
l. Akad/Perjanjian Pembiayaan pada KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri. 
2. Bahan Hukum  sekunder, yaitu bahan hukum yang meberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang 
Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari para ahli hukum, hasil 
karya dari para ahli ekonomi syariah baik berbentuk makalah, artikel 
maupun buku baik secara langsung maupun melalui internet, 
penjelasan dari pengurus, pengelola BMT. 
 
C. Tehnik Pengumpulan Data  
Tehnik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian tesis 
ini adalah  dengan stadi kepustakaan dan studi dokumen yang menjadi 
objek penetitian : 
1. Studi kepustakaan, dilakukan dengan : a)  fungsi katalog atau 
katalogisasi terhadap buku-buku  atau bahan hukum lainnya. 
Maksudnya mencari bahan pustaka dengan melihat daftar yang 
memberikan informasi mengenai koleksi  bahan pustaka yang dimiliki 
oleh suatu perpustakaan.105 b) Klasifikasi, maksudnya pengelompokan 
atau penggolongan bahan pustaka berdasarkan sifat-sifat khusus dari 
bahan pustaka yang menjadi koleksi suatu perpustakaan. c) Pembuatan 
catatan-catatan khusus tentang isi bahan hukum tertentu. d) 
Penelusuran bahan-bahan hukum melauli internet. 
                                                 
105 Soeryono soekanto, Pokok-pokok sosiologi Hukum, PT. Raja Grafisindo Persada, 
Jakarta, 2001. hlm. 45. 
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2. Studi Dokumen,  dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang 
objek penelitian dari akad-akad pembiayaan, serta surat-surat lainnya  
di KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri dan dari perpustakaan,  untuk 
mendapatkan informasi, teori-teori, pendapat-pendapat yang 
berhubungan dengan objek yang diteliti. 
D. Teknik Analisis Data. 
 Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis  kualitatif, yaitu 
dianalisa dengan cara deduktif dengan metoda interpretasi  yang terdiri 
dari dua komponen pokok analisis data, yaitu penyajian data (data 
display), dan penarikan kesimpulan verivikasi (data conclution). 
1. Penyajian data (data display)    
Penyajian data meliputi matriks, gambar/sketsa, jaringan kerja 
berkaitan dengan kegiatan dengan dan tabel. Kesemuanya dirancang 
untuk merakit informasi secara teratur agar mudah dilihat dan 
dimengerti, dan penyajian data ini merupakan bagian dari analisis. 
2. Penarikan kesimpulan verivikasi (data conclution). 
Dari awal penelitian, peneliti sudah harus mengerti dan memahami 
objek yang diteliti, selanjutnya melakukan pencatatan dikaitkan 
dengan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, 
konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan 
proporsi-proporsi  peneliti dan ini dilakukan dengan tetap bersikap 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Sejalan dengan jenis penelitian ini, yakni penelitian hukum 
normatif, maka yang menjadi data utama dalam penelitian ini adalah 
bahan hukum  primer , yang berupa peraturan-peraturan perundang-
undangan serta peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dalam penelitian ini Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  . 
1. Profile KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri. 
a. Nama Lembaga  
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Mitra Mandiri. 
b. Alamat Kantor  
Jl. Bima V Nomor 03 Rt. 05 Rw. 02 Wonokarto Wonogiri. Kode 
Pos 57651, Telp. (0273) 3301911 (Selatan Stadion Pringgondani 
Wonokarto). 
c. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Mitra Mandiri 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri didirikan pada tanggal 01 Juli 2004 oleh 
Abdullah Robbani, SE dan Suprihatin A.F. A. Ma., dengan 
anggota keseluruhan 20 (dua puluh) aktifis remaja  Masjid 
Wonogiri, dengan Ide dasarnya adalah ingin 
mengimplementasikan ekonomi syariah di Wonogiri, sehingga 
masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk bertransaksi secara 
syariah baik dalam menyimpan dana maupun dalam pembiayaan.  
 Pada awal berdiri Koperasi ini bernama Koperasi Syariah 
BMT Mitra Mandiri , tepat pada hari koperasi tanggal 12 Juli 2004 
seiring dengan perkembangannya, pada tanggal 28  Oktober 2005 
dirubah menjadi  Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT 
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Mitra Mandiri . Dengan modal awal pendirian Rp 10. 000.000,00 
(Sepuluh juta rupiah) yang didapat dari simpana pokok pendiri , 
masing-masing Rp. 500.000,00  
 
(Lima ratus ribu rupiah), modal ini dipergunakan untuk pembelian 
peralatan kantor dan berkas-berkas operasional. 
d. Legalitas Hukum  
1) Badan Hukum Pendirian  Nomor :  216 /BH/KDK.29/VII/2004 
tanggal  12 Juli 2004. 
2) Badan Hukum Perubahan Nomor :216 A/BH/PAD/KDK.11-
29/X/2005 tanggal 28 Oktober 2005. 
3) Surat ijin Usaha Perdagangan Nomor 337/11.15/PK/VIII/2004. 
4) Tanda daftar Perusahaan    : 111526500413. 
5) Nomor Pokok Wajib Pajak  : 02.376.750.2-525.000. 
e. Sifat Keanggotaan  
Keanggotaan KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri bersifat terbuka 
tanpa memandang suku, agama, ras, organisasi politik, organisasi 
masa dan lain-lain. 
f. Bidang Usaha  
1) Divisi  Sosial Non Profit Motive (Baitul Maal). 
(a) Mengumpulkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan 
Wakaf). 
(b) Menyalurkan dan ZISWAF tersebut kepada para mustahiq 
(yang berhak menerima) dengan pola pembiayaan qardhul 
hasan  maupun bantuan tunai seperti bea siswa dan lain-
lain. 
2) Devisi Bisnis-Profit Motive (Baitut Tamwil).  
(a) Mengumpulkan dana dari masyarakat yang telah menjadi 
anggota koperasi dalam bentuk simpanan. 
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(b) Menyalurkan dan simpanan anggota tersebut dalam bentuk 
pembiayaan dengan sistem bagi hasil (Mudharabah) , Jual 




g. Landasan Kerja 
1) QS. Al-Baqarah (2) ayat 278 : “Hai orang-orang yang beriman, 
bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. 
2) QS. Al-Baqarah (2) ayat 279 : “Maka jika kamu tidadk 
meninggalkan sisa riba maka ketahuilah, bahwa Allah dan 
Rasul-Nya akan memerangi kamu”. 
3) QS. Al-Baqarah (2) ayat 275 : “ orang-orang  yang makan 
(mengambil) riba, tidak akan berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran tekanan 
penyakit gila”. 
h. Visi 
Menjadi wahana membangun kemandirian berbasis kebersamaan 
dibawah naungan Syariah Islam. 
i. Misi 
1) Menumbuhkan dan mengokohkan lembaga keuangan berbasis 
syariah Islam. 
2) Meningkatkan Kemandirian masyarakat khususnya dibidang 
ekonomi. 
3) Menjadi sarana penyebaran nilai-nilai Islam melalui bidang 
ekonomi. 
4) Menggali dan memberdayakan potensi ekonomi masyarakat. 
5) Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola, pengurus dan 
masyarakat. 
j. Susunan Pengurus  
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1) Pengurus 
      Ketua    :  Suprihatin, A.F., A. MA. 
      Sekretaris   :  H. Abdullah Robbani, SE. 
      Bendahara   : Hendro Pramono. 
2) Pengelola 
Manajer Operasional : M. Sofyaan Arifin, A. Md. 
Manajer Pembiayaan :  H. M. Rizal Mustafa, S.H. 
Staf   :  Edi Susilo, A. Ma. 
       Wiyono 
Manajer Marketing :  Nuryanto, SE. 
Staf   :  Budi Kurniawan 
       Yarto 
Teler   :  Endrianto 
Custamer  Servis  :  Teguh Edi P, S. Pd. 
Bagian Umum  :  Anang Listyo Saputro 
Staf   :   Narto 
Adapun untuk pengawasan dalam rangka 
mengimplementasikan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah   mengenai prinsip syariah pada 
produk pembiayaan  KJKS BMT Mitra Mandiri telah memiliki 
Dewan Pengawas Syariah : 
a) Habibullah, LC. 
b) Saefudin Aziz. 
k. Produk Simpanan  
Pruduk Simpanan/tabungan di KJKS BMT Mitra Mandiri ada 
sembilan jenis dan satu jenis lagi berbentuk deposito, dengan 
jumlah penabung  per tanggal 28 pebruari  2010  sebanyak 5951 
penabung .  Jumlah tabungan sebesar Rp. 
10.774.945.601,81.(Sepuluh milyard tujuh ratus tujuh puluh empat 
juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus satu koma 
delapan puluh satu rupiah). 
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REKAPITULASI TABUNGAN 
PER TANGGAL 28 PEBRUARI 2010 
KODE KETERANGAN JUMLAH SALDO %AGT % SALDO 
SAR SARAS 102 Rek. 75.116.338,00 1.78 % 1,23 % 
SHS SIMPANAN HARIAN SUKARELA 3,268 Rek. 5.107.854.067,01 57.15 % 83.64 % 
SIM SIMPANAN UNTUK HAJI 36 Rek. 58.963.895,64 0.62 % 0.96 % 
SMR SMART 248 Rek. 593.261.887,33 4.33 % 9.71 % 
SPA SIMPANAN POKOK ANGGOTA LUAR 1,765 Rek. 17.145.000,00 30.86 % 0.28 % 
SPK SIMPANAN POKOK KHUSUS 64 Rek. 156.000.000,00 1.11 % 2.55 % 
SPO SIMPANAN POKOK 78 Rek. 39.000.000,00 1.36 % 0.63 % 
SUR SIMPANAN UNTUK KURBAN 79 Rek. 44.242.574,01 1.38 % 0.72 % 
SWJ SIMPANAN WAJIB 78 Rek. 15.080.000,00 1.36 % 0.24 % 
  5.718 Rek 6.106.663.761,99 100.00 % 100.00 % 
 
REKAPITULASI DEPOSITO 
PER TANGGAL 28 PEBRUARI 2010 
KODE KETERANGAN JUMLAH SALDO %AGT %SALDO 
M01 MUDHOROBAH (3 BULAN) 31 Rek. 445.200.000,00 13.30% 9.17% 
M02 MUDHOROBAH (6 BULAN) 34 Rek. 778.595.400,00 14.59% 16.05% 
M03 MUDHOROBAH (12 BULAN) 97 Rek. 1.931.700.000,00 41.63% 39.82% 
M04 MUDHOROBAH (24 BULAN) 19 Rek. 529.000.000,00 8.15% 10.90% 
M05 MUDHOROBAH (36 BULAN) 52 Rek. 1.166.500.000,00 22.31% 24.04% 
  233 Rek. 4.850.995.400,00 100.00% 100.00% 
 
l. Produk Pembiayaan  
 Produk pembiayaan di KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri ada 
sembilan macam, jumlah anggota   700 orang , jumlah pembiayaan 
Rp 9.242.287.259,85. (Sembilan milyard dua ratus empat puluh 
dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu  dua ratus lima puluh 
sembilan koma delapan puluh lima rupiah). Dengan rekapitulasi 
sebagai berikut :  
 
REKAPITULASI PEMBIAYAAN  
PER TANGGAL 28 PEBRUARI 2010 
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2. Pembiayaan di KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri. 
a. Jenis Akad Pembiayaan  
Ditinjau dari jenis akad /kontrak/perjanjiannya di KJKS BMT 
Mitra Mandiri Wonogiri ada 4 (empat) macam akad pembiayaan  
dengan isi yang berbeda,  prosedur pengajuan hampir sama. jumlah 
anggota  700 orang, Omset pembiayaan secara keseluruhan per 
tanggal 28 Pebruari 2010 sebesar Rp. 9.242.287.259,85. (Sembilan 
milyard dua ribu empat ratus dua  juta dua ratus lima puluh 
sembilan koma delapan puluh lima rupiah). Adapun keempat 
pimbiayaan tersebut adalah : 
1) Murabahah (Pembelian Barang) 
 Pihak KJKS BMT Mitra Mandiri membeli barang ( diusakan 
secara maksimal membeli sendiri /tidak mewakilkan) kecuali 
secara tehnis sulit dijangkau seperti   anggota   berada diluar 
kota,  selanjutnya barang dimaksud dijual kepada anggota   
dengan  tambahan harga margin (laba),  pengembalian dapat 
secara tunai atau angsuran sesuai dengan akad yang disepakati, 
pengembalian ini bersifat konstan dalam artian tidak bertambah 
dan tidak berkurang serta  tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai 
uang. Dalam hal ini BMT berperan sebagai pembeli sekaligus 
KODE KETERANGAN AGT PLAFOND BAKI DEBET % AGT %B.DB
T 
ALQ AL QARD 14 168.895.614,18 153.012.280,85 2.00 1.65 
HWL HAWALAH 48 677.730.107,00 524.342.453,00 6.85 5.67 
IJR IJAROH 33 208.612.500,00 161.708.834,00 4.71 1.74 
MBA MURABAHAH 548 7.794.958.621,00 5.720.690.340,00 78.28 61.89 
MDA MUDHARABAH 26 3.262.541.000,00 2.566.836.638,00 3.71 27.77 
PRE Pembiayaan Lainnya 16 151.949.680,00 98.254.214,00 2.28 1.06 
PRS PARAS MURABAHAH 3 26.000.000,00 11.721.000,00 0.42 0.12 
QMB QORDHUL HASAN 
B.MAAL 
12 10.800.000,00 5.721,500,00 1.71 0.06 
  700 12.301.487.522,18  100.00 100.00 
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sebagai penjual barang.  Barang yang dibeli dapat berupa 
rumah, renovasi rumah, kendaraan, peralatan rumah tangga dan 
barang-barang lain yang diperbolehkan secara syariah. 
Pembiayaan dengan sistem akad  murabahah  paling banyak 
diminati  oleh BMT termasuk di KJKS BMT Mitra Mandiri: 
Murabahah  anggota 548  orang (78,28 %), Jumlah 
pembiayaan Rp.5.720.690.340,00.( 61,89 %), Paras 
Murabahah (Program  rumah sehat/renovasi), anggota 3 orang 
(0,42 %), Jumlah pembiayaan 11.721.000,00 (0,12 %), 
Murabahah(Termasuk dalam transaksi lainnya), anggota 16 
0rang (2,28 %), Jumlah pembiayaan Rp98.254.214,00, (1,06 
%) Jumlah anggota keseluruhan 569 0rang (80,98 %), Jumlah 
Pembiayaan keseluruhan Rp5.830665.554,00.(63,07 %) karena 
lebih mudah mengimplementasikan dan beresiko kecil.  
2) Mudharabah  (Pola Bagi Hasil). 
Bentuk kerja sama dimana KJKS BMT Mitra mandiri selaku 
pemilik dana (Shahibul Maal) memberikan dana 100 % kepada 
yang memiliki keahlian (Mudharib). Pola bagi hasil ini dalam 
bentuk pembiayaan usaha/proyek pembangunan dan usaha 
lainnya yang diperbolehkan secara syariah. Adapun besaran   
bagi hasil (Nisbah)  sesuai dengan kesepakatan KJKS BMT 
Mitra Mandiri dengan Anggota. Dari hasil rekapitulasi per 
tanggal 28 pebruari 2010 anggota yang menggunakan Akad 
Mudharabah  26 anggota (3,71 %),  jumlah pembiayaan 
Rp.2.566.836.638,00 (27,77 %). 
3) Multi Guna Syariah (Sewa dan Jasa) /Hawalah, Ijarah 
Sewa dan Jasa dalam bentuk : kontrak rumah/kios, pembayaran 
sewa soun system, dekorasi (dalam hajatan tertentu), 
pembayaran rumah sakit, pembayaran sekolah dan lainnya 
yang diperbolehkan secara syariah yang dalam 
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implementasinya  KJKS BMT Mitra Mandiri  menggunakan 
akad :: 
a) Hawalah  yaitu pengalihan hutang dari orang yang 
berhutang kepada si penanggung (BMT), jumlah anggota 
48  orang  (6,85 %), jumlah pembiayaan  Rp 
624.342.453,00, (5,67 %).  
b) Ijarah yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu 
dengan pembayaran. Jumlah anggota 33 orang (4,71 %), 
jumlah pembiayaan Rp161.708.834,00, (1,74 %). 
4) Al-Qard dan Qardhul Hasan bil Maal 
       Qard yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat 
ditagih kembali, atau dengan kata lain adalah pemberian 
pinjaman  tanpa mengharapkan imbalan tertentu kalaupun 
anggota memberikan ujrah (upah) KJKS BMT Mitra mandiri 
dapat menerima. Adapun Qardhul Hasan bil maal adalah 
murni untuk memenuhi kebutuhan sosial, anggota hanya 
mengembalian pokoknya saja.  Transaksi ini tergolong 
transaksi kebajikan/tabarru'/ta'awuni. KJKS BMT Mitra 
Mandiri dalam mengimplementasikan akad ini,  untuk Al-Qard  
jumlah anggota 14 orang (2,00 %),   jumlah pembiayaan 
Rp153.012.280,85, (1,65 %). dan untuk Qardhul Hasan Bil 
Maal  jumlah anggota 12 orang (1,71 %), jumlah pembiayaan 
Rp 5.721.500,00, (0,06 %).  
b. Prosedur Pembiayaan   
Adapun prosedur dan mekanisme pembiayaan secara umum   
(semua jenis pembiayaan) adalah sebagai  berikut :  
1) Customer servis   
Menjelaskan tentang berbagai aspek dalam pembiayaan seperti 
: syarat-syarat yang mesti dipenuhi,  jenis akad pembiayaan 
yang akan diambil oleh anggota,  prinsip syariah dalam 
pembiayaan. Apabila dicapai kesepakan anggota  dan BMT, 
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maka anggota dipersilakan mengisi dan mengajukan 
permohonan pembiayaan melalui format/formulir yang telah 
disediakan oleh BMT,  selanjutnya diserahkan kepada staf -
pembiayaan. 
2) Staf Pembiayaan    
a) Menerima surat permohonan pembiayaan, dan meregister 
permohonan tersebut kedalam buku register permohonan 
antara lain : memberi nomor urut, tanggal penerimaan dan 
penjelasan lainnya. 
b) Melakukan pra-analisa terhadap permohonan tersebut, 
apabila hasilnya permohonan tidak dapat dipenuhi, segera 
informasikan  dan bila diperlukan buat surat penolakan. 
Dan apabila dapat diproses maka dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut : 
(1) Kumpulkan seluruh data dan berkas  yang diperlukan 
sesuai yang ada pada surat permohonan pembiayaan, 
yakni data ekonomi, yuridis dan jaminan. 
(2) Data yang berkaitan dengan data yuridis dan jaminan 
diserahkan kepada staf hukum dan staf taksasi jaminan 
untuk diproses lebih lanjut. 
(3) Buat analisa pembiayaan yang berkaitan dengan data 
ekonomi anggota, hasilnya dituangkan kedalam form 
memorandum pembiayaan. 
(4) Hasil analisa pembiayaan tersebut nomor (3) 
digabungkan dengan hasil analisa yuridis dan jaminan 
dari staf hukum dan taksasi  selanjutnya  dituangkan  
dalam form memo proposal pembiayaan. Dan ini 
merupakan proposal lengkap analisa pembiayaan 
karena merangkum seluruh aspek penilaian pembiayaan 
dari aspek ekonomi, yuridis dan jaminan. 
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(5) Serahkan memo proposal pembiayaan dan berkas 
pendukungnya kepada staf hukum dan dokumentasi 
untuk pengaturan jadwal komite pembiayaan. 
3) Staf Taksasi Jaminan 
a) Menerima data jaminan dari staf pembiayaan. 
b)  Melakukan taksasi (penilaian) jaminan hasilnya 
dituangkan dalam form memo penilaian jaminan. 
c) Memo tersebut huruf b) diserahkan kepada staf pembiayaan 
untuk diproses kedalam proposal pembiayaan. 
4) Komite Pembiayaan 
Pada saat yang ditentukan anggota komite pembiayaan 
mengadakan rapat untuk membahas dan mengevaluasi proposal 
pembiayaan yang diajukan oleh staf pembiayaan sponsor. 
Rapat dibuka oleh Staf hukum selaku sekretaris komite 
pembiayaan,  dan dipersilakan kepada staf pembiayaan untuk 
mempresentasikan hasil analisanya. Seluruh anggota 
membahas presentasi dari staf pembiayaan dan dicatat dalam 
Berita Acara Rapat Komite Pembiayaan. Dari pembahasan 
tersebut komite pembiayaan memberikan putusan dengan 




a) Menolak/tidak setuju. 
Staf pembiayaan mempersiapkan surat penolakan 
pembiayaan, dan staf hukum dan dokumentasi meregister 
surat tersebut dan segera mengirim kepada anggota. 
b) Dengan catatan 
Staf pembiayaan harus melengkapi dan memproses data 
yang diperlukan sesuai permintaan anggota komite 
pembiayaan.  
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Staf hukum dan dokumentasi mengatur kembali jadwal 
pertemuan berikutnya, dan selanjutnya jiks telah memenuhi 
syarat kembali keproses dan prosedur diatas. 
c) Diberikan pembiayaan dengan catatan/persyaratan. 
Anggota komite pembiayaan menandatangani 
memorandum komite pembiayaan (MKP) pada kolom 
persetujuan dan juga memaraf catatan-catatan diatas MKP 
yang meminta persyaratan tersebut.; Staf pembiayaan 
melengkapi dan memproses catatan dan persyaratan yang 
diminta, dan menyerahkan hasil proses tersebut kepada staf 
hukum dan dokumentasi.; Staf hukum mempersiapkan 
proses tindak lanjut sesuai prosedur. 
d) Setuju/menerima. 
Anggota komite pembiayaan menandatangani 
memorandum komite pembiayaan (MKP) pada kolom 
persetujuan.; Staf pembiayaan mempersiapkan surat 
pemberitahuan persetujuan pembiayaan (SPPP). 
Staf hukum dan dokumentasi meregister surat tersebut dan 
segera mengirimkan kepada anggota dalam 2 (dua) 
rangkap, yakni asli untuk anggota dan copy untuk arsip 
yang harus ditandatangani oleh anggota (diatas 
materai)sebagai tanda persetujuan atas syarat-syarat yang 
tertera didalam SPPP.; Staf hukum dan dokumentasi 
mendokumentasikan seluruh berkas untuk proses dan 
prosedur selanjutnya. 
 
5) Staf Hukum dan Dokumentasi. 
Mempersiapkan data untuk pengikatan pembiayaan setelah 
seluruh data dan pihak atau para pihak yang berkaitan dengan 
proses pengikatan telah siap melakukan pengikatan  
pembiayaan. ; Persiapan pelepasan (dropping) pembiayaan 
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pelepasan dilakukan setelah seluruh persyaratan dipenuhi 
dengan memberikan tanda/cap(fiat) dropping/pelepasan pada 
MKP dan melampirkan data pendukungnya. 
c. Prosedur Pelepasan (Dropping) Pembiayaan. 
1) Staf Administrasi Pembiayaan. 
 Menerima MKP yang telah dibubuhi tanda fiat droping 
/pelepasan dari staf hukum dan dokumentasi, berisikan data 
persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan atas anggota yang 
namanya tercantum dalam formulir tersebut.; Memeriksa 
kelengkapan data pendukung dan kelengkapan pengisian 
dokumen yang diterima, pastikan semua persyaratan yang 
disyaratkan didalam MKP dipenuhi. Apabila data tersebut 
belum lengkap dikembalikan kepada staf hukum dan 
dokumentasi untuk dilengkapi.; Apabila sudah lengkap dan 
benar, pembukuan pembiayaan tersebut didaftarkan kedalam 
kartu pembiayaan (untuk file anggota) sesuai data yang ada di 
MKP antara lain berisi : Nama dan alamat anggota, Nomor 
rekening anggota, Jenis fasilitas, Plafond Pembiayaan, Mark-
up/Marjin, Jatuh tempo  pembiayaan,  Data jaminan dan 
hitungan besarnya biaya-biaya yang menjadi beban anggota. 
 Mempersiapkan slip transaksi (Nota) pembukuannya jika 
pelepasan langsung dibukukan rekening tabungan anggota, slip 
penarikan, (sebagai kwitansi) jika ditarik tunai. Dan mintakan 
persetujuan Manajer atas transaksi pelepasan tersebut. Setelah 
mendapat persetujuan, bukukan transaksi dropping pembiayaan 
kedalam buku angsuran dan kartu pembiayaan.; Menyerahkan 
slip transaksi (nota) kepada staf pembukuan  atau slip 
penarikan ke kasir untuk pembayaran (apabila akan ditarik 
tunai). Dan serahkan buku angsuran kepada anggota file kartu 
pembiayaan urut nomor rekening. 
2) Manajer 
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Menerima berkas-berkas pelepasan pembiayaan dari staf 
pembiayaan antara lain :  Buku angsuran, Kartu pembiayaan, 
Slip transaksi/slip penarikan (Kwitansi), MKP dan data 
pendukungnya.; Memeriksa kebenaran dan kelengkapan 
datanya,  jika telah cocok diberikan persetujuan pada slip 
transaksi/penarikan sebagai tanda setuju bayar, dan kirimkan 
kembali seluruh berkas ke staf pembiayaan. 
3) Kasir 
Menerima slip penarikan dari staf pembiayaan yang telah 
disetujui oleh manajer; Meminta tandatangan anggota dibalik 
slip penarikan/kwitansi sebagai bukti penerimaan; 
Mencococokkan bukti identitas anggota; Menjiapkan sejumlah 
uang untuk melakukan pembayaran; Membukukan pengeluaran 
tersebut kedalam buku mutasi harian kas; Pada akhir hari kerja 
mencocokkan buku mutasi harian kas dengan bukti-bukti 
transaksinya, jika cocok buat  daftar rekapitulasi kas harian 
(RKH)  dan kirimkan RKH beserta bukti-buktinya kepada staf 
pembukuan. 
4) Staf Pembukuan  
Menerima slip transaksi (nota) pelepasan pembiayaan dari staf 
pembiayaan; Membukukan kedalam buku jurnal memorial, 
atau menerima RKH beserta beserta bukti-bukti penunjangnya 
(slip penarikan/kwitansi pelepasan pembiayaan) ; membukukan 
kedalam buku jurnal pengeluaran kas file slip transaksi/slip 
penarikan (kwitansi)  sesuai dengan urutan tanggal. 
d. Prosedur Akad Pembiayaan 
Akad/kontrak/perjanjian dalam pembiayaan sangat menentukan 
apakah pembiayaan itu berdasarkan syariah (prinsip Syariah) atau 
non syariah.  
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Adapun  prosedur akad dalam pembiayaan adalah sebagai berikut : 
1) Cek semua syarat pembiayaan. 
Apakah sudah ada persetujuan dari komite syarat 
keanggotaannya?; Apakah sudah ada bukti penyerahan jaminan 
dan sudahkah sesuai dengan persyaratan yang ada?. Apabila 
syarat-syarat telah terpenuhi, maka proses akad dilaksanakan, 
dan apabila persyaratan  belum lengkap harus dilengkapi. 
2) Proses Akad 
Dari pihak KJKS BMT Mitra Mandiri menjelaskan kepada 
anggota tentang akad yang dipergunakan ( murabahah, 
mudharabah, ijarah, qarh atau lainnya) beserta hitung-
hitungannya ; Khutbah Dain ( Ceramah/Penjelasan) oleh KJKS 
BMT Mitra Mandiri untuk Anggota berkaitan dengan prinsip-
prinsip Islam tentang ekonomi seperti : Pandangan Islam 
mengenai harta, prinsip dasar lembaga keuangan Islam, Utang 
piutang dalam Islam  dan lainnya. ;  Peng-akad-an, dari pihak 
KJKS BMT Mitra Mandiri maupun anggota membaca semua 
isi akad, memahami dengan sejelas-jelasnya setelah saling bisa 
menerima, barulah diadakan kesepakatan bersama (saling 
sepakat), apabila ada ketentuan denda  harus dijelaskan 
bagaimana cara menghitung/ketentuan denda, dan denda yang 
diterima KJKS BMT Mitra Mandiri masuk devisi maal atau 
kegiatan sosial. ;  Baiatud Dain (Janji berhutang),  yaitu 
anggota membaca janji dan KJKS BMT Mitra Mandiri 
mendengarkan. ; Doauddain (Doa berhutang) ,  dari pihak 
KJKS BMT Mitra Mandiri membacakan doa dan anggota 
meng Amiini.; Setelah semua proses tersebut selesai 
dilanjutkan jabat tangan (kecuali lawan jenis dan bukan 
Muhrim) yang menunjukkan akan tanggung jawab dan saling 
percaya dari kedua belah pihak.  
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  Adapun cara penyelenggaraan  pembiayaan berdasarkan 
jenis pembiayaan yang diterapkan di  KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri  adalah sebagai berikut : 
 
a. Pembiayaan Murabahah (Pembelian Barang) 
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga 
perolehan) dengan tambahan keuntungan (marjin) yang 
disepakati keduabelah pihak (penjual dan pembeli). KJKS 
BMT Mitra Mandiri Wonogiri mengimplementasikan untuk 
penjualan barang-barang investasi dengan kontrak jangka 
pendek dengan sekali akad. Ini paling banyak 
diimplementasikan, karena kemudahan dalam administrasi, 
seperti : Pembelian kendaraan, pembelian bahan bangunan 
untuk pengadaan/rehap rumah, pembelian alat-alat elektronik 
dan pembelian barang lainnya yang dibenarkan menurut 
syariah. Dalam akad murabahah ini sebagaian untuk modal 
kerja, konsekwensinya terkadang terjadi pembaharuan kontrak 
karena sifat dari modal keraja sendiri yang merupakan 
kebutuhan rutin.  
Karakteristik dari pembiayaan murabahah  yang diterapkan di 
KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah : 
1) Penjual dalam hal ini KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, 
memberi tahu berapa harga produk yang dibeli dan 
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 
tambahannya. Cara pembayaran dan jangka waktu 
disepakati bersama, dapat secara tunai atau diangsur (ba'i  
bitsaman ajil). 
2) Harga beli barang dikenakan terlebih dahulu marjin/mark-
up  sehingga menjadi harga baru  (jual) untuk selanjutnya 
menjadi kewajiban yang harus dibayar /dilunasi sesuai 
dengan tata cara yang disepakati dalam akad. Pembayaran 
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dapat dilakukan secara tunai atau angsuran dengan harian, 
mingguan atau bulanan. 
3) Pembiayaan ini dapat diberikan kepada anggota perorangan 
ataupun kelompok, dapat  untuk pembiayaan investasi 
seperti pembelian kendaraan untuk tujuan produktif atau 
investasi lainnya. 
 Dalam akad murabahah  ini KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri  yang akan membelikan barang sesuai permintaan 
dan persetujuan anggota, dan hanya dalam kedaan darurat 
diwakilkan kepada anggota atau pihak lain, seperti anggota 
berada diluar kota yang cukup jauh seperti di Jakarta, luar jawa 
atau diwilayah lainnya.    
b. Pembiayaan Mudharabah (Pola Bagi Hasil) 
Pihak pengelola  sebagai pemilik  proyek mengajukan 
pembiayaan kepada KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, dan 
untuk mengabulkan  pembiayaan ini dari pihak manajemen 
sangat selektif dengan meninjau dari berbagai aspek, dari 
profesionalisme dan keamanahan anggota,  prospek usaha, 
faktor resiko dan lainnya.Apabila permohonan dikabulkan, 
maka  100 % modal berasal dari KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri sedangkan dari pengelola investasinya berupa 
ketrampilan/profesionalisme. Dalam hal ini  pihak KJKS BMT 
Mitra Mandiri Wonogiri tidak ikut campur dalam mengurusi 
perusahaan namun  senantiasa memantau perkembanagan dari 
perusahaan.  
      Adapun model lain dari pola bagi hasil (mudharabah)  ini 
adalah  musyarakah  yaitu baik KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri maupun anggota memiliki investasi  dalam 
permodalan yang besaran  modal dan bagian  profit 
/keuntungannya, sesuai dengan akad yang telah disepakati 
dimuka. Seperti bekerjasama dengan developer dalam 
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pengadaan bahan bangunan untuk pengadaan rumah, 
bekerjasama dengan pemborong dalam pengadaan bahan 
bangunan untuk pembuatan saluran dan sebagainya. 
 Karakteristik dari pembiayaan mudharabah  yang juga 
diimplementasikan oleh KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri 
adalah : 
1) Pembiayaan Mudharabah  ditujukan untuk pembiayaan 
modal investasi produktif atau modal kerja untuk suatu 
kegiatan yang halal. 
2) KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri bertindak sebagai 
penyedia dana (Shahibul maal)  menyediakan 100% dana 
yang dibutuhkan oleh anggota (pengelola dana /Mudharib) 
untuk melakukan kegiatan usaha. 
3) KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri memperoleh bagi 
hasil dari keuntungan dari anggota/pengelola/mudharib 
yang jumlahnya bagiannya (nisbah)  sesuai yang 
disepakati. Bagi hasil  berlaku efektif setelah proyek 
investasi selesai  atau objek yang dibiayai telah 
menghasilkan dalam jangka waktu sesuai dengan 
kesepakatan. 
4) Pengembalian pokok pembiayaan dan bagi hasil 
disesuaikan dengan pendapatan dari usaha yang dikelola 
oleh mudharib. 
5) Kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, 
kerugian biaya/uang ditanggung oleh KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri, dan pengelola menanggung kerugian 
usaha, tenaga, reputasi dan waktu. 
KJKS BMT Mitra Mandiri dalam melepas Pembiayaan dengan 
akad mudharabah lebih hati-hati karena faktor resiko cukup 
tinggi dan memerlukan tenaga ekstra untuk mengawasi 
perkembangan perusahaan yang dikelola oleh anggota/anggota.  
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c. Multi Guna Syariah (Jasa dan Sewa) /Hawalah, Ijarah 
Dalam bentuk Pengalihan Hutang (Hawalah),  anggota 
mengajukan pembiayaan ke  KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri, dan apabila dikabulkan, pihak KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri yang akan membayarkan sendiri  sejumlah 
uang sesuai dengan tagihan yang ada dalam kwitansi.Hal ini 
peneliti dapat dari hasil  wawancara dengan ketua dan 
Custemer Service, penggunaan dana ini untuk membayar 
kuliah, sekolah, rumah sakit dan lainnya.  
Dalam bentuk Sewa (Ijarah),  anggota mengajukan 
pembiayaan  ke KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, apabila 
dikabulkan pihak KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri akan 
membayarkan sewa sesuai akad yang telah disepakati. 
Penggunaan pembiayaan ijarah ini seperti untuk sewa rumah 
tinggal, sewa ruko (rumah toko), sewa petak/los di pasar dan 
lainnya. 
 
d. Al-Qard dan Qardhul Hasan bil Maal 
Produk  ini termasuk nonprofit oriented atau termasuk 
pinjaman kebajikan. Bagi para anggota dapat mengajukan 
permohonan,  dan  KJKS BMT Mitra mandiri Wonogiri akan 
menerima atau menolak  setelah menempuh prosedur yang 
telah ditetapkan oleh  KJKS BMT Mitra mandiri Wonogiri.  
 Qard  sebagai produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan 
dana mendesak atau kebutuhan lain yang bersifat non 
komersial. Pengembalian pinjaman dalam jangka waktu 
pendek (lurang dari 1 tahun), sumber dana pinjaman dari modal 
KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Dalam pengembalian 
pembiayaan dari pihak   KJKS BMT Mitra mandiri Wonogiri  
tidak membebankan dan menentukan jasa yang mesti dibayar 
oleh anggota,  dan apabila anggota hendak memberi fee atau 
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ujrah pihak   KJKS BMT Mitra mandiri Wonogiri pun tidak 
menolak. 
pada Qard Hasan bil maal,  adalah produk sosial murni, untuk 
memenuhi kebutuhan yang bersifat sosial. Sumber dana 
diperoleh dari dana ekstern dan bukan dari dana KJKS BMT 
Mitra Mandiri Wonogiri. Dalam pemberian pembiayaan pihak   
KJKS BMT Mitra mandiri Wonogiri  tidak membebanka atau 
menentukan  fee, ujrah  yang mesti dibayar oleh anggota.  Dan 
dalam pengembalian  pembiayaan yang dibayar oleh anggota  
hanya pokok pembiayaan  tanpa ada fee atau ujrah. 
 
3. Cara Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri.  
Setiap lembaga keuangan termasuk lembaga keungan syariah 
khususnya dalam penelitian ini   KJKS BMT Mitra Mandiri tidak 
terlepas dari permasalahan pembiayaan bermasalah,  yaitu suatu 
kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama 
dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi 
kelambatan dalam pengembalian,  
atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau 
kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi. Penangannya 
tergantung pada tingkat permasalahannya, dan yang diutamakan 
melalui musyawarah pihak KJKS BMT Mitra Mandiri  dengan 
anggota, ini yang ditempuh oleh KJKS BMT Mitra Mandiri  sehingga 
dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah  tidak melibatkan pihak 
ketiga baik melalui arbitrase ataupun ke aparat penegak hukum . Dan 
lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :  
a. Kriteria  kualitas Pembiayaan  
1) Lancar,  yaitu jika pembayaran tepat waktu, perkembangan 
rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjannian. 
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2) Dalam perhatian khusus,  yaitu jika terdapat tunggakan 
angsuran sampai dengan 90 hari ( 3 bulan). 
3) Kurang lancar, yaitu Jika terdapat tunggakan pembayaran 
telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan). 
4) Diragukan,  yaitu jika terdapat tunggakan pembayaran 
melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari ( 9 bulan ). 
5) Macet, yaitu jika terdapat tunggakan pembayaran melampaui 
270 hari (9  bulan) lebih.  
b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Mitra 
Mandiri 
Tindakan dalam usaha penyelamatan dan Penyelesaian 
pembiayaan bermasalah bisa beraneka ragam, tergantung kondisi 
anggota yang ada, seperti : Anggota yang kooperatif dalam 
menyelesaikan; Anggota  kooperatif dan usaha masih punya 
prospek; Anggota beritikat tidak baik ; Aspek hukum  
perjanjian/akad ; Kondisi fisik jaminan dan ; Iklim perekonomian. 
  Ada dua strategi dalam rangka menangani pembiayaan 
bermasalah di KJKS BMT Mitra Mandiri: 
 Pertama, Penyelamatan pembiayaan, adalah langkah 
penanganan pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali 
dengan syarat pembayaran kembali yang lebih mungkin dilakukan 
oleh anggota untuk menyelesaikan pembiayaan, karena dengan 
pertimbangan dari prospek usaha masih feaseble. Langkah ini 
disebut menyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan,  
adalah upaya yang dilakukan lembaga keuangan agar anggota 
dapat memenuhi kewajibannya kembali dengan baik. Cara yang 
demikian dikuatkan oleh Surat Direksi Bank Indonesia Nomor . 
31/150/KEP/DIR, Tanggal  12 Nopember 1998. Adapun tujuan 
dari restrukturisasi pembiayaan adalah : Untuk menjaga kwalitas 
pembiayaan yang telah diberikan dan terhindar dari kerugian ; 
Memberikan kesempatan kepada anggota untuk mempunyai 
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kemampunan mengangsur kembali dan menghidupkan usahanya. ; 
Menghindarkan penyelesaian melalui lembaga-lembaga hukum 
karena dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga 
yang banyak dan hasilnya biasanya lebih rendah dari yang 
seharusnya ditagih.  
 Berntuk  penyelesaian dengan cara resrukturisasi 
pembiayaan  antara lain : Pengurangan Jumlah margin :  
Pengurangan nisbah bagi hasil untuk lembaga. ; Pengurangan 
jumlah tunggakan pokok. ; Perpanjangan jangka waktu. ; 
Penambahan fasilitas pembiayaan. ; Pengambil alihan agunan/asset 
(set oof).; Jaminan dibeli oleh lembaga. ; Konversi pembiayaan 
menjadi modal dan kepemilikan saham.; Alih managemen.; Ambil 
alih pengelolaan proyek.;  Novasi (pembaharuan hutang). ; 
Subrogasi ( penggantian atau pengalihan hak tagih oleh pihak 
ketiga karena telah dilunasinya kewajiban oleh pihak ketiga). ; 
Cessie (Pengambil alihan dengan cara penjualan nilai pembiayaan 
kepada pihak ketiga dengan harga dibawah (lebih rendah). ; 
Anggota menjual sendiri jaminannya.; Lembaga menjual barang 
jaminan dibawah tangan berdasar surat kuasa.; Penghapusan 
pembiayaan. 
 Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 
lembaga keuangan syariah yang dalam tesis ini KJKS BMT,  
diawali dengan musyawarah pihak KJKS BMT dengan anggota,  
apabila tidak dicapai kesepakatan  maka ditempuhlah mediasi, 
apabila tidak tercapai kesepakatan ditempuh arbitrase dan apabila 
tidak tercapai penyelesaian maka diajukan perkara ke Pengadilan 
Agama dimana KJKS BMT berdomisili. 
  Dengan pertimbangan jumlah pembiayaan hanya sedikit 
dan lamanya waktu penyelesaian pembiayaan bermasalah, maka 
KJKS BMT Mitra Mandiri tidak menempuh  jalur legitasi di 
Pengadilan Agama, dan  KJKS BMT Mitra Mandiri dalam 
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menjelesaikan pembiayaan bermasalah dalam rangka tetap terjalin 
silaturrahmi, penyelamatan asset dan terhindar dari kerugian,  lebih 
mengedepankan  langkah-langkah : 
1) Memperbanyak sillaturrahmi. 
2) Menggali permasalahan anggota, 
3) Memberikan surat tagihan. 
4) Memberikan suarat peringatan sebanyak 3  (tiga)  kali  dari 
lembaga (KJKS BMT Mitra Mandiri). 
5) Memberi surat peringatan dari Notaris. 
6) Eksekusi. 
 Kedua,  Penyelesaian melalui lembaga hukum. Bentuk 
penyelesaian melalui lembaga hukum ini berbeda dengan 
penyelamatan melalui restrukturisasi yang ada peluang dan upaya 
untuk mempertahankan hubungan selanjutnya, sehingga disebut 
first way out (jalan keluar pertama). 
 Penanganan  pembiayaan memalui hukum akan terjadi 
pemutusan hubungan, sehinggga penekanannya  lebih ditujukan 
kepada eksekusi jaminan yang hasilnya untuk melunasi kewajiban, 
sehingga disebut second way out. Mengenai pengadilan mana yang 
berwenang mengadili, sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan ”Peradilan 
Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat 
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini". Selanjutnya 
kompetensi absulut dari Peradilan Agama antara lain disebutkan 
dalam pasal 49  huruf i  Undang-undang tersebut yaitu dalam 
bidang  Ekonomi Syariah,  yang dalam penjelasan pasal 49 huruf 
i diuraian yang meliputi :  
a. bank syariah; 
b.  lembaga keuangan mikro syariah; 
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c. asuransi syariah; 
d. reasuransi syariah; 
e. reksadana syariah; 
f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengan 
syariah; 
g. sekuritas syariah; 
h. pembiayaan syariah; 
i. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan  
j. bisnis syariah. 
Sesuai dengan visi dari KJKS BMT Mitra Mandiri  antara 
lain menjalin kebersamaan, maka silaturrahmi dan musyawarah 
yang dikedepankan termasuk dalam menyelesaika  pembiayaan 
yang bermasalah,  sehingga meskipun ada permasalahan dalam 
pembiayaan, semua dapat terselesaikan  dengan metode pertama 
yaitu perundingan atau restrukturisasi pembiayaan  dan tidak 
sampai menempuh metode penyelesaian yang kedua yaitu jalur 
hukum.  
4. Pengawasan Pembiayaan di KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri. 
Penerapan  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah   dalam Konteks Prinsip Syariah   dalam lembaga 
keuangan syariah (LKS), termasuk didalamnya KJKS BMT Mitra 
Mandiri, peran pengawasan sangat urgen  seiring dengan makin 
banyaknya lembaga keuangan mikro syariah di tanah air juga untuk 
menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat  yang pada akhirnya 
akan membesarkan lembaga keuangan syariah (LKS). 
Pengawasan lembaga keuangan syariah (LKS) baik bank maupun 
non bank termasuk didalamnya KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri 
dilakukan oleh Dewan Pengawas syariah (DPS) yang dalam bekerja 
mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yang 
merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
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Keberadaan Dewan Pengawas syariah pada BMT diangkat oleh 
pengurus BMT terdiri  dari alim  ulama yang memahami  akan syariah 
muamalah  juga memiliki pengetahuan umum utamanya dibidang 
keuangan bank dan koperasi, sehingga dalam operasional Lembaga 
Keuangan syariah (LKS)  sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam 
(Prinsip Syariah).  
Pengawasan dilakukan  meliputi semua aspek dan 
berkesinambungan   mulai dari pengawasan  penyusunan produk dan 
penetapan starteginya,   pengawasan operasional BMT, pengawasan 
dari aspek keuangan dan prilaku manajemen  terakhir pengawasan 
berbasis moral pada individu pengurus dan pengelola bisnis.  
Di KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri telah memiliki dua 
orang Dewan Pengawas Syariah (DPS)  yaitu  : 
1. Habibullah,  LC. beralamat  di Jakarta. 
2. Saefuddin Aziz. beralamat di Salatiga. 
yang dalam prakteknya berperan sebagai pengawas dan sekaligus 
sebagai konsultan. dalam berbagai permasalahan yang dihadapi oleh   
KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri baik secara langsung berhadapan 
maupun via media elektronik. 
Dalam rangka pengawasan dari aspek moral atau peningkatan  
iman dan taqwa,  dan ini paling urgen karena menjadarkan para pelaku 
bisnis bahwa  Pengawasan melekat (waskat) yang sesungguhnya 
adalah dari Allah SWT dan bukan dari manusia semata, sehingga 
dalam bekerja termotifasi mencari Ridha-Nya. Karenanya di KJKS 
BMT Mitra Mandiri Wonogiri semenjak berdiri hinggga saat ini 
diadakan pengkajian bagi seluruh pengelola dan pengurus dengan 
materi ekonomi Islam dan lainnya setiap sepekan sekali  yaitu sabtu 
pagi hingga  shalat dhuhur bertempat di kantor KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri, dan untuk sabtu pertama dan keempat materi 
disampaikan  oleh Saefuddin Aziz (DPS KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri). 
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Dalam rangka kehatian-hatian  dan pengawasan penyusunan 
produk, pengeluaran pruduk dan operasionalnya agar  sesuai dengan 
ajaran Islam (prinsip syariah), maka KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri  hanya mengeluarkan produk pembiayaan yang secara 
keilmuan telah difahami, mudah dimplementasikan dan beresiko kecil,  
sehingga dalam implementasinya tidak menyimpang dari ajaran Islam 
dan mendatangkan keuntungan. Karenanya  produk pembiayaan yang 
paling banyak di KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sistim 
jual beli (murabahah). 
Peningkatan kepahaman para pengelola BMT akan   ekonomi 
syariah khususnya ke BMT-an, atau  ekonomi mikro syariah juga 
dalam bidang pengawasan (DPS), para pengurus BMT telah 
mengadakan seminar-seminar, lokakarya, kajian, baik tingkat regional 
(tingkat karesidenan) atau tingkat nasional dengan 
narasumber/pemakalah orang-orang yang kapabel disipilin ilmunya, 
antara lain : Anwar Ibrahim (DPS Pusat), Makruf Amin (DPS  Pusat), 
Adi Warman Karim, Antonio Syafi'i dan lainnya. 
Pelaksanaan pengawasan dalam rangka agar produk pembiayaan 
di KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri sesuai dengan dengan prinsip 
syariah, yaitu dengan ikut serta (berpartisipasi) dalam proses 
pembelian barang dan pembayaran transaksi yang berupa jasa/ijarah. 
Adapun kiat-kiat yang ditempuh oleh KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri antara lain : 
1. Diarahkan pada akad jual-beli (Murabahah). 
2. Memberikan pemahaman bahwa Allah menghalalkan jula-beli dan 
mengharamkan riba. 
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1. Produk Pembiayaan dan Prinsip Syariah pada KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri. 
Maraknya kajian tentang ilmu ekonomi Islam dan 
bermunculannya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik berbentuk 
bank maupun nonbank belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari 
realitas sosial, ekonomi, dan politik yang muncul akibat kelemahan 
yang inheren dalam ilmu ekonomi konvensional, yang menitikberatkan 
pada pertumbuhan ekonomi dan dianggap gagal memainkan peran dan 
fungsi utamanya,  dengan mengabaikan manusia sebagai subyek dan 
objek pembangunan ekonomi. Kemunculan ekonomi dan lembaga 
keuangan Islam disinyalir muncul sebagai refleksi kegagalan yang 
dialami ideologi-ideologi besar dalam mewujudkan janji-janjinya. 
Karakteristik yang membedakan lembaga keuangan (mikro) 
syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah terletak pada 
beberapa instrumen yang diterapkanya terutama instrumen bagi hasil 
(profit and loss sharing sistem), instrumen jual-beli dan instrumen 
kerjasama dengan pola bagi hasil. Instrumen ini memberikan banyak  
pilihan yang memungkinkan bagi pelaku usaha ekonomi mikro 
mendapatkan kemudahan-kemudahan, selain itu  juga menjadi 
alternatif sistem bunga (interest rate sistem)  yang diterapkan dalam 
lembaga keuangan konvensional.106 
Standarisasi dalam membahas dan menganalisa  produk 
pembiayaan pada KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri  apakah telah 
sesuai dengan Hukum Islam (prinsip syariah) adalah dengan merujuk 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  ,  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  ,  
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang 
                                                 
106 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Graha Ilmu, cet. I, Yogyakarta, 
2009, hlm. 63. 
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Pedoman Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah dan Unit Jasa  Keuangan Syariah Koperasi, dan 
peraturan lain yang berkaitan  yang kesemuanya mermuara pada Fatwa 
Dewan Syariah Nasionan (DSN)  Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
Keberlakuan prinsip syariah adalah bersifat imperatif bagi setiap  
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan kegiatan perekonomian 
syariah, baik berbentuk bank maupun nonbank dan bersifat umum 
dalam artian berlaku untuk setiap kegiatan perekonomian syariah dan 
penyebutan untuk lembaga ekonomi syariah tertentu berarti berlaku 
pula untuk lembaga ekonomi syariah lainnya. Pengertian Prinsip 
Syariah antara lain dimuat  dalam pasal 1 angka 12  yaitu "prinsip 
hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
menetapkan fatwa dibidang syariah".  Lembaga  dimaksud disini 
adalah Dewan Pengawas Syariah (DSN) 
Adapun yang dimaksud prinsip syariah  adalah transaksi 
keuangan dan setiap kegiatan perekonomian tidak boleh mengandung 
unsur-unsur yang dilarang dalam Islam berupa : Perjudian (maisyir),  
ketidak jelasan (Gharar), Bunga (riba), suap menyuap (Risywah), dan 
kebatialan (DhulmZalim).  Hal ini dimuat  dalam   pasal 2 Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah     yaitu " 
Perbankan Syariah   dalam melakukan usahanya berasaskan prinsip 
syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian". Selanjutnya 
dalam penjelasan pasal 2 tersebut dijelaskan sebagai berikut :   
Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain adalah 
kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur : 
a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara 
lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama 
kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan ( fadhl), atau dalam 
transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan Anggota Penerima 
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Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok 
pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah); 
b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan 
yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;  
c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas,  tidak dimiliki, 
tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada 
saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; 
d. Haram,  yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; 
atau 
e. Zalim,  yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak 
lainnya. 
Demokrasi ekonomi  adalah kegiatan ekonomi syariah yang 
mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan 
kemanfaatan. 
Prinsip kehati hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang 
wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan 
efesien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.107 
Adapun dalam pembahasan ini dibatasi Implementasi Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah   dalam 
konteks prinsip syariah khususnya produk  pembiayaan di KJKS 
BMT Mitra Mandiri Wonogiri, yang meliputi : Sistem Murabahah 
(Pembelian Barang); Sistem Mudharabah/Musyarakah (Pola Bagi 
Hasil); Sistem Sewa dan Jasa (Hawalah  dan Ijarah) ; serta  Qard  dan 
Qardhul hasan bil Maal, dimulai dari pengajuan pembiayaan, 
mekanisme dan prosedur pembiayaan, akad pembiayaan, pengawasan  
KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri terhadap  penggunaan dana dari 
pembiayaan.   Kesesuaian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik 
bank maupun non bank termasuk KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri 
dengan  hukum Islam  atau kesesuaian dengan prinsip syariah bersifat 
                                                 
107  Muhammad Amin Summa, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan 
Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2004,  hlm. 1487.  
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imperatif dan universal yang meliputi semua aspek baik pada 
penghimpunan dana, pembiayaan, aspek manajemen dan lainnya. 
Produk pembiayaan di KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri 
dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah  dalam konteks Prinsip syariah  
meliputi : prosedur  pembiayaan; Akad pembiayaan ; Pelaksanaan 
pembiayaan dan ; Pengawasan  penggunaan dana  pembiayaan, secara 
rinci sebagai berikut : 
a. Pembiayaan Murabahah (Pembelian Barang) 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa produk pembiayaan        
murabahah ini prosentasenya paling banyak di KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri (80,98% anggota, 63,07 % dari jumlah 
pembiayaan) dibanding sistem pembiayaan lainnya. Adapun 
kesesuaian pembiayaan murabahah dengan Hukum Islam / Prinsip 
Syariah  dapat dijelaskan  sebagai berikut : 
1) Prosedur   pembiayaan, Pemohon menghadap Custamer 
Service untuk mengajukan pembiayaan murabahah (pembelian 
barang), oleh Custamer Service akan dijelaskan hal ihwal yang 
berkaitan dengan sistem pembiayaan murabahah yang meliputi 
: syarat, rukun, objek yang diperjual-belikan, sighat, akad, cara 
penyelenggaran dan cara penyelesaian apabila dikemudian hari 
terjadi permasalahan dalam pembiayaan. Apabila persyaratan 
terpenuhi dan terjadi kesepakatan antara anggota dengan KJKS 
BMT Mitra Mandiri Wonogiri, maka permohonan dapat 
ditindaklanjuti.  Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional (DSN)  MUI Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang  
Murabahah, pada poin kedua angka 1 disebutkan " Anggota 
mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 
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barang atau aset kepada bank" (baca KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri).108  
Diantara tugas Customer service  sebagai ujung tombak dalam 
pengajuan pembiayaan oleh anggota adalah : Menyampaikan 
salam kepada anggota/anggota dan menanyakan maksud 
kedatangannya sambil memperkenalkan diri; Menanyakan 
kepada anggota/anggota tentang beberapa informasi yang 
berkaitan dengan kebijakan pembiayaan di KJKS BMT 
(wilayah, jangka waktu, plapond, jenis pekerjaan dan usaha), 
apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat  
ditindaklanjuti, dan apabila  terpenuhi  maka dapat 
ditindaklanjuti dan anggota dipersilakan mengisi dan 
menandatangani Aplikasi Permohonan Pembiayaan (APP) dan 
Form Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga (PPK).;  
Menerangkan proses pembiayaan serta kebijakan yang diambil 
oleh BMT seperti, persetujuan suami/isteri, adanya kunjungan 
kerumah/tempat usaha (on the sport/OTS).109 
Tahapan berikutnya adalah ditangani oleh staf pembiayaan, staf 
taksasi jaminan, komite pembiayaan dan staf hukum dan 
dokumentasi. 
2) Akad pembiayaan.  Isi akad/kontrak/perjanjian  pembiayaan 
sangat berperan dalam konteks prinsip syariah, dan dengan 
meneliti proses dan pelaksanaan akad di  KJKS BMT  Mitra 
Mandiri Wonogiri, diawali dengan pengecekan semua syarat 
pembiayaan, isi akad pembiayaan (terlampir) selanjutnya 
proses pelaksanaan akad pembiayaa adalah telah sesuai dengan 
ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah   dalam konteks prinsip syariah 
yaitu tidak ditemukannya unsur-unsur : Perjudian (maisyir),  
                                                 
108 Fatwa DSN tentang murabahah  dan Penjelasanya,  secara lengkap ada  di  Ahmad 
Kamil dan M. FAuzan, op. cit, hlm. 299-313.   
109 Ahmad Sumianto, op. cit. hlm. 175. 
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ketidak jelasan (Gharar), Bunga (riba), suap menyuap 
(Risywah), dan kebatilan (DhulmZalim, dan sesuai dengan 
fatwa DSN-MUI Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang  
Murabahah,  Juga  sejalan dengan Peraturan Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  Nomor: 
35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tanggal, 5 Oktober 2007 tentang 
Pedoman Standar Operasional Manajemen (SOM) 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan 
Syariah Koperasi. Disebutkan tentang Akad Pembiayaan 
sebagai berikut : 
a. Setiap pembiayaan yang telah disetujui dan diserpakati oleh 
pemohon dengan koperasi, maka wajib dibuatkan akad 
secara tertulis yang memuat hal-hal: 
1) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum syariah 
dan hukum positif yang dapat yang dapat melindungi 
kepentingan koperasi, (penyebutan komparisi, jenis 
akad). 
2) Memuat jumlah, jangka waktu, penggunaan, tata cara 
pembayaran kembali, serta persyaratan lainnya. 
b. Setiap akad pembiayaan yang dibuat oleh koperasi harus 
ditandatangani  di kantor koperasi oleh para pihak dan 
pihak yang memberikan persetujuan kepada pemohon 
beserta para saksi yang salah satu dari saksi tersebut adalah 
berasal dari pihak pemohon.110 
3) Pelaksanaan  Pembiayaan, langkah-langkah pelepasan 
pembiayaan   ditangani oleh Staf administrasi pembiayaan, 
manajer, kasir dan staf pembukuan.  Dalam merealisasikan 
pembiayaan murabahah pihak KJKS BMT  Mitra Mandiri 
                                                 
110 Kementerian Negara Koperasi  dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 
Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Keuangan Jasa Keuangan 
Syariah, Jakarta, 2007. hlm. 107. 
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Wonogiri lah yang akan membelikan  barang untuk dijual 
kepada anggota dengan harga mark up, dan dalam kondisi 
tertentu KJKS BMT  Mitra Mandiri Wonogiri  mewakilkan 
kepada anggota atau pihak lain. Hal yang demikian secara 
syar'i atau menurut hukum Islam dibenarkan sesuai Fatwa DSN 
MUI Nomor. 10/DSN-MUI/2000 tanggal 13 April 2000.111  
Hal penting kaitannya dengan konteks prinsip syariah adalah 
memastikan bahwa produk pembiayaan yang akan diterapkan 
oleh KJKS BMT  Mitra Mandiri Wonogiri tidak mengandung, 
riba, Maisir, Gharar, Haram dan Zalim,  sebagaiman 
dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  .   
b. Pembiayaan Mudharabah (Pola Bagi Hasil) 
Dari hasil penelitian menunjukkan, praktik  pembiayaan 
mudharabah  oleh KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri untuk 
jumlah anggota 3,71 % dan Jumlah pembiayaan 27,77%. sebagai 
berikut :  
1) Prosedur Pembiayaan,  langkah-langkah yang ditempuh 
adalah  
sama dengan pembiayaan murabahah begitu pula dengan 
pembiayaan lainnya. Yang membedakan adalah ketentuan-
ketentuan dan cara pelaksanaanya.  Prosedur pembiayaan yang 
diaplikasikan oleh KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri telah 
sesuai dengan Standar operasional prosedur KJKS/UJKS 
yang dikeluarkan  oleh Kementerian Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.112 
2) Akad pembiayaan, setelah pembiayaan disetujui dan 
dikabulkan,   sebelum pada tahap pelaksanaan KJKS BMT 
Mandiri Wonogiri dan anggota  harus membuat akad/perjanjian 
                                                 
111 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, op. cit. hlm. 381-391. 
112 Kementerian Koperasi..., op. cit. hlm. 110-111. 
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tertulis yang disepakati bersama. Esensi dari isi akad  merujuk 
pada lembaga yang berwenang, yang dalam hal ini Fatwa DSN 
MUI.  
Dari hasil penelitian contoh Akad pembiayaan sebagaimana 
terlampir, Menunjukkan kesesuaiaanya  dengan ketentuan 
pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah   dalam konteks prinsip syariah yaitu tidak 
ditemukannya unsur-unsur : Perjudian (maisyir),  ketidak 
jelasan (Gharar), Bunga (riba), suap menyuap (Risywah), dan 
kebatilan (DhulmZalim). Akad tersebut juga sesuai dengan   
ketentuan Fatwa DSN MUI  Nomor. 07/DSN-MUI/IV/2000 
tanggal, 4 April 2000 tentang  Pembiayaan Mudharabah 
(Qiradh)113 , serta  ketentuan  BAB  VIII pasal 231-254 KHES. 
3) Pelaksanaan Pembiayaan, Pihak pengelola/anggota dapat 
mengajukan  pembiayaan dengan Akad Mudharabah ke KJKS 
BMT Mitra Mandiri Wonogiri, apabila permohonan 
dikabulkan  maka pihak KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri  
sebagai  penyedia modal (Shahibul mal) akan menyediakan 
modal 100%   untuk dikelola oleh 
pengelola/anggota(Mudharib). Bagi hasil  dilaksanakan  
dengan bagi laba (Profit Sharing) yaitu hasil dari pendapatan 
setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan. 
Apabila terjadi kerugian, pihak KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri  akan menanggung kerugian modal sepenuhnya 
kecuali akibat dari kelalaian pengelola,  dan pihak pengelola 
menanggung kerugian ketrampilan, tenaga, waktu dan 
kredibilitas. Pembagian nisbah dilaksanakan setelah usaha 
menghasilkan atau setelah proyek selesai sesuai dengan akad 
yang disepakati. Untuk meminimalisir kerugian dan 
memudahkan pengawasan KJKS BMT Mitra Mandiri 
                                                 
113 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, op. cit. hlm. 337-352. 
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Wonogiri mengimplementasikan mudharabah muqayyadah, 
yaitu dari pihak KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri sebagai 
shahibul maal menentukan jenis usaha yang dikelola oleh 
mudharib. Dalam  hal ini KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri 
KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri senantiasa mengawasi 
dan mengikuti perkembangan perusahaan dengan tanpa  ikut 
campur dalam usaha mudharib.  Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sistim pembiayaan mudharabah yang 
diimplementasikan di KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri 
telah sesuai dengan ketentuan  Fatwa DSN MUI  Nomor. 
07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal, 4 April 2000 tentang  
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), ketentuan  BAB  VIII 
pasal 231-254 KHES, dan Standar operasional prosedur 
KJKS/UJKS yang dikeluarkan  oleh Kementerian Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia114  
 
c. Multi Guna Syariah (Jasa dan Sewa) /Hawalah, Ijarah 
Pembiayaan  Hawalah (pengalihan hutang)  yang  diterapkan  di 
KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri 6,85% anggota, 5,67 % dari 
jumlah pembiayaan. Adapun kesesuaian pembiayaan Hawalah  
dengan Hukum Islam / Prinsip Syariah  dapat dijelaskan   sebagai 
berikut : 
1) Prosedur Pembiayaan,  langkah-langkah yang ditempuh pada 
pembiayaan hawalah adalah sama dengan pembiayaan pada 
umumnya. Yang membedakan adalah ketentuan-ketentuan dan 
cara pelaksanaanya. Adapun  prosedur pembiayaan yang 
diterapkan  oleh KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri dalam 
pembiayaan hawalah telah sesuai dengan Standar operasional 
prosedur KJKS/UJKS yang dikeluarkan  oleh Kementerian 
                                                 
114 Ibid. hlm.75-77 
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Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia.115 
2) Akad pembiayaan.  Isi akad/kontrak/perjanjian  pembiayaan 
sangat berperan dalam konteks prinsip syariah, dan  dengan 
meneliti proses dan pelaksanaan akad hawalah di  KJKS BMT  
Mitra Mandiri Wonogiri, diawali dengan pengecekan semua 
syarat pembiayaan, isi akad pembiayaan (terlampir), 
selanjutnya proses pelaksanaan akad pembiayaan, 
menunjukkan kesesuaiaanya  dengan ketentuan pasal 2 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah   dalam konteks prinsip syariah yaitu tidak 
ditemukannya unsur-unsur : Perjudian (maisyir),  ketidak 
jelasan (Gharar), Bunga (riba), suap menyuap (Risywah), dan 
kebatilan (Dhulm/ Zalim). juga sesuai dengan ketentuan Fatwa 
DSN-MUI Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 
2000 tentang Hawalah, dan  sejalan dengan Peraturan Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  Nomor: 
35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tanggal, 5 Oktober 2007 tentang 
Pedoman Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah 
Koperasi. Disebutkan tentang Akad Pembiayaan sebagai 
berikut : 
a. Setiap pembiayaan yang telah disetujui dan diserpakati oleh 
pemohon dengan koperasi, maka wajib dibuatkan akad 
secara tertulis yang memuat hal-hal: 
1) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum syariah 
dan hukum positif yang dapat yang dapat melindungi 
kepentingan koperasi, (penyebutan komparisi, jenis 
akad). 
                                                 
115 Kementerian Koperasi..., op. cit. hlm. 110-111. 
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2) Memuat jumlah, jangka waktu, penggunaan, tata cara 
pembayaran kembali, serta persyaratan lainnya. 
b. Setiap akad pembiayaan yang dibuat oleh koperasi harus 
ditandatangani  di kantor koperasi oleh para pihak dan 
pihak yang memberikan persetujuan kepada pemohon 
beserta para saksi yang salah satu dari saksi tersebut adalah 
berasal dari pihak pemohon.116 
3) Pelaksanaan Pembiayaan, Hawalah (pengalihan hutang ) 
yaitu pengalihan piutang seorang anggota (Muhil) meminta 
kepada KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri  (Muhal ‘alaih) 
untuk membayarkan piutangnya terlebih dahulu yang timbul 
dari jual belinya.   KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri dalam 
menerapkan pembiayaan hawalah  berusaha semaksimal 
mungkin membayarkan sendiri (tidak mewakilkan), seperti 
dalam pembayaran biaya kuliah, pembelian motor (contoh akad 
terlampir), dan lainnya. Pengawasan dalam pembiayaan 
hawalah oleh  KJKS BMT Mitra Mandir Wonogiri  adalah 
memastikan barang yang ditransaksikan  dalam pembiayaan 
hawalah  adalah halal, sehingga dapat menghindarkan 
pelanggaran prinsip syariah. 
Pembiayaan Ijarah (Sewa barang),   yang  diterapkan  di KJKS 
BMT Mitra Mandiri Wonogiri 4,71% anggota, 1,74 % dari jumlah 
pembiayaan. Adapun kesesuaian pembiayaan Ijarah  dengan 
Hukum Islam / Prinsip Syariah  dapat dibahas dan dianalisa  
sebagai berikut : 
1) Prosedur Pembiayaan,  langkah-langkah yang ditempuh pada 
pembiayaan Ijarah   adalah sama dengan pembiayaan pada 
umumnya. Yang membedakan adalah ketentuan-ketentuan dan 
cara pelaksanaanya. Adapun  prosedur pembiayaan yang 
diaplikasikan oleh KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri dalam 
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pembiayaan Ijarah  telah sesuai dengan Standar operasional 
prosedur KJKS/UJKS yang dikeluarkan  oleh Kementerian 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia.117 
2) Akad pembiayaan.  Isi akad/kontrak/perjanjian  pembiayaan 
sangat berperan dalam konteks prinsip syariah, dan  dengan 
meneliti proses dan pelaksanaan akad Ijarah  di  KJKS BMT  
Mitra Mandiri Wonogiri, diawali dengan pengecekan semua 
syarat pembiayaan, isi akad pembiayaan (terlampir) 
selanjutnya proses pelaksanaan akad pembiayaan  
menunjukkan kesesuaiaanya  dengan ketentuan pasal 2 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah   dalam konteks prinsip syariah yaitu tidak 
ditemukannya unsur-unsur : Perjudian (maisyir),  ketidak 
jelasan (Gharar), Bunga (riba), suap menyuap (Risywah), dan 
kebatilan (Dhulm/ Zalim).  juga sesuai dengan ketentuan Fatwa 
DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 
2000 tentang Ijarah, dan sejalan dengan Peraturan Menteri 
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  Nomor: 
35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tanggal, 5 Oktober 2007 tentang 
Pedoman Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah 
Koperasi. 
3) Pelaksanaan   Pembiayaan, Ijarah  yaitu sewa barang dalam 
jangka waktu tertentu dengan pembayaran.   KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri dalam mengimplementasikan pembiayaan 
Ijarah  adalah jenis produk Ijarah Muntahiya bit tamlik/Wa 
iqtina  dan termasuk kelompok jual-beli karena anggota 
diberikan kesempatan untuk membeli barang yang disewa pada 
akhir masa sewa. Pengawasan dalam pembiayaan hawalah oleh  
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KJKS BMT Mitra Mandir Wonogiri  adalah memastikan 
barang yang ditransaksikan  dalam pembiayaan hawalah  
adalah halal, sehingga dapat menghindarkan pelanggaran 
prinsip syariah. 
 
d.  Al-Qard dan Qardhul Hasan bil Maal 
Pembiayaan Al-Qard dan  Qordhul Hasan bil Maal, merupakan 
produk pembiayaan yang bersifat sosial atau bukan untuk mencari 
keuntungan (not Profit oriented). Pembiayaan Al-Qard dan  
Qordhul Hasan bil Maal yang diterapkan  di KJKS BMT Mitra 
mandiri mempunyai karakteristik dan perbedaan antara keduanya  
1) Prosedur Pembiayaan,  baik pada pembiayaan Al-Qard 
maupun Qardhul Hasan bil Maal  prosedur yang ditempuh 
sama dengan pembiayaan pada umumnya. Dan prosedur 
pembiayaan yang diterapkan  oleh KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri dalam pembiayaan Ijarah  telah sesuai dengan 
Standar operasional prosedur KJKS/UJKS yang dikeluarkan  
oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia.118 
2) Akad Pembiayaan, baik pada pada pembiayaan Al-Qard 
maupun Qardhul Hasan Bil Maal, isinya hampir sama yang 
membedakan subyeknya dan objek atau anggotanya. Dan dari 
contoh akad terlampir, sudah    menunjukkan kesesuaiaanya  
dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah   dalam konteks prinsip 
syariah yaitu tidak ditemukannya unsur-unsur : Perjudian 
(maisyir),  ketidak jelasan (Gharar), Bunga (riba), suap 
menyuap (Risywah), dan kebatilan (Dhulm/ Zalim).  juga 
sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-
MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang Al-Qard,                             
                                                 
118Ibid,  hlm. 110-111. 
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dan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah  Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tanggal, 5 
Oktober 2007 tentang Pedoman Standar Operasional 
Manajemen (SOM) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit 
Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Disebutkan tentang Akad 
Pembiayaan 
3) Pelaksanaan,  ada perbedaan Al-Qard dengan Qardhul Hasan: 
Pembiayaan Al-Qard, diperuntuk bagi anggota/anggota yang 
membutuhkan segera dan dari pihak KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri tidak mengharap keuntungan, karenanya anggota 
mengembalikan sesuai dengan pokok pinjaman dengan tidak 
menutup kemungkinan anggota akan memberikan ujrah. 
Karena sifatnya saling membantu (ta'awuniyah), maka sumber 
dana pembiayaan diambilkan dari Modal KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri sendiri atau dari dana infaq, zakat dan 
shadaqah. 
Pembiayaan Qardhul Hasan bil Maal, diperuntukkan bagi 
anggota/anggota yang sangat membutuhkan dan diutamakan 8 
(delapan) golongan (asnaf) sebagaimana tercantum dalam 
Qur'an Surat At-Taubah (9) ayat 60, yaitu Orang Fakir, 
Miskin, Amil (pengurus), Mu'alaf, Memerdekan  budak, Orang 
yang terlilit Hutang (Gharimiin), Untuk dijalan Allah 
(Sabilillah), dan orang dalam perjalanan (Ibnus Sabiil).  Dan  
cara pengembaliannya  dapat secara kontan atau diangsur dan 
hanya membayar pokok pinjamannya saja. Dan untuk 
pengawasannya adalah dengan melihat dari aspek syar'i atau 
kesesuaiannya dengan hukum Islam/prinsip syariah. KJKS 
BMT Mitra Mandiri Wonogiri  dalam mengimplementasikan 
pembiayan  Al-Qard dan Qardhul Hasan bil Maal  adalah telah 
sesuai dengan  Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI 
/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Al-Qard. 
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2. Pengawasan pada Produk Pembiayaan di KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri. 
Dewan pengawas syariah (DPS) merupakan lembaga independen 
yang berfungsi melakukan pengawasan syariah terhadap keberadaan 
lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank termasuk 
didalamnya BMT. Dalam melaksanakan tugasnya DPS wajib mengacu 
pada keputusan Dewan Syariah (DSN). DSN merupakan lembaga 
otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan 
di Jakarta. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam menetapkan 
fatwa tentang produk lembaga keuangan syariah (LKS). Oleh 
karenanya kedudukan fatwa DSN mengikat bagi semua lembaga 
keuangan syariah (LKS).119  
Bagi bank syariah kedudukan DPS telah mendapatkan legitimasi 
dari DSN karena sejak awal pendiriannya bank syariah harus 
menyertakan calon anggota DPS untuk diadakan uji  kelayakan dan 
kepatutannya oleh bank Indonesia untuk selanjutnya dimintakan 
rekomendasi dari DSN. Lain halnya dengan BMT peluang masih 
terbuka lebar karena pengangkatan DPS tidak melalui mekanisme 
seleksi sehingga siapapun dapat diangkat .  
Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS)  pada Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) termasuk pada BMT merupakan pembeda 
koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Dan DPS bertanggung 
jawab penuh atas konsistensi BMT dalam menjalankan norma-norma 
dalam konteks prinsip syariah   sebagai landasan idiologi Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) yang dalam penelitian ini KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri. 
Adapun sistem pengawasan syariah harus mengacu pada prinsip-
prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran Islam yaitu 
: 
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a) Jalbul mashalih, yakni upaya untuk menjaga dan memaksimalkan 
unsur kebaikan supaya dapat terjaga dari lima dasar risiko dalam 
kehidupan yaitu : risiko moral agama; risiko akal ; risiko harta; 
risiko regenerasi dan; risiko reputasi. 
b) Dar’ul mafasid, yakni upaya untuk menghindarkan dari unsur-
unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun 
material. 
c) Saddudz dzariah, yakni upaya untuk mencegah dan mengantisipasi 
terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan 
lainnya.120  
Dalam prakteknya pengawasan terhadap LKS mestinya 
dilaksanakan seara menyeluruh (universal) dan berkesinambungan 
(continue)  supaya semua kemungkinan terjadinya pelanggaran segera 
terdeteksi sedini mungkin. Pengawasan secara menyeluruh dimaksud 
meliputi : 
a) Riqabah musbaqah (pengawasan prefentif), dilakukan pada tahap 
penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi. 
b) Riqabah lahiqah (pengawasan operasional), dilakukan untuk 
memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan 
atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah. 
c) Riqabah a’mal , pengawasan pada aspek keuangan dan prilaku 
manajemen. 
d) Riqabah dzatiyah, pengawasan berbasis moral pada aspek individu 
pengurus dan pengelola bisnis. 
Dari sekian banyak sistem pengawasan yang paling mendasar 
terletak pada Riqabah dzatiyah, karena dari sinilah segalanya dimulai. 
Pengawasan berbasis moral individu dilakukan supaya para pelaku 
BMT  memiliki basis moral yang positif dan memiliki basis ahlak 
yang baik.121  
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Dari hasil penelitian,  dalam rangka mengimplementasikan Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah    dalam 
konteks prinsip syariah   KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri telah 
melakukan beberapa langkah : 
a. Pengawasan berbasis moral (riqabah dzatiyah), diadakan 
pengajian/pembinaan iman dan taqwa sepekan sekali, setiap hari 
sabtu mulai dari pagi (sekitar pukul 08.00) sampai siang (shalat 
dhuhur). 
b. Pengawasan dari aspek operasional dan produk baik 
penghimpunan maupun pembiayaan,  KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri telah memiliki 2 orang DPS yaitu :  
1. Habibullah, LC. 
2. Saefuddin Aziz. 
Keberadaan DPS di KJKS BMT Mitra mandiri diangkat oleh 
pengurus dalam rapat anggota dan tidak sebagaimana 
pengangkatan DPS pada bank syariah yang imperatif melalui 
prosedur pengajuan calon DPS, uji kepatutan dan kelayakan oleh  
BI dan rekomendasi dari DSN.  DPS di KJKS BMT Mitra Mandiri 
senantiasa mengadakan  pengawasan berbasis moral, yakni 
Saefuddin Aziz sebagai DPS sebulan 2 kali (sabtu pertama dan 
keempat) sebagai penyampai materi pengajian di kantor KJKS 
BMT Mitra Mandiri Wonogiri.  DPS  selain sebagai pengawas 
juga berperan   sebagai konsultan dalam perencanaan produk, 
operasional BMT dan berbagai permasalahan yang perlu  
melibatkan DPS. 
c. Untuk meningkatkan pengetahuan pengurus tentang prinsip syariah 
untuk selanjutnya diterapkan, KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri 
senantiasa mengirim antara pengurus untuk mengikuti seminar, 
lokakarya, training dengan menghadirkan DPS dan praktisi LKS 
dari pusat sebagai pemakalah, trainer,  dari DPS pusat : Anwar 
  cxxiv 
Ibrahim, Ma'ruf Amin, Adi Warman Karim, dari akademisi dan 
praktisi seperti Antonio syafi'i. 
d. KJKS BMT Mitra Mandiri  Wonogiri, hanya menerapkan  
transaksi baik dalam penghimpunan dana (tabungan) maupun 
penyalurannya (pembiayaan)  yang secara keilmuan telah difahami 
dengan baik, oleh karena itu  transaksi pembiayaan banyak 
diarahkan ke akad jual-beli (murabahah) , memberikan 
pemahaman kepada para anggota tentang prinsip ekonomi dalam 
Islam seperti haramnya riba, juga memastikan bahwa barang yang 
ditransaksikan pada dzatnya (lidzastihi)  dan dari sebab perolehan 
(lisababihi) adalah halal.  
Pengawasan oleh DPS di KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri dapat 
dilihat dari terlaksananya tugas dan wewenang  DPS. 
a. Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
1). Memastikan produk dan jasa KJKS atau UJKS koperasi sesuai 
dengan syariah. 
2). Memastikan tatalaksana manajemen dan pelayanan sesuai 
sesuai dengan syariah. 
3). Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan 
dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan 
konsisten bermualah secara Islam melalui wadah KJKS atau 
UJKS Koperasi. 
4). Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat 
meningkatkan kwalitas aqidah, syariah dan akhlaq anggota. 
b. Wewenang Dewan Pengawas syariah (DPS). 
1). Meneliti barang, catatan, berkas, bukti-bukti dan dokumen 
lainnya yang ada pada KJKS dan UJKS Koperasi. 
2). Mendapatkan keterangan yang diperlukan baik dari pengurus, 
manajemen atau staf dan anggota. 
3). Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus 
dan manajemen KJKS dan UJKS koperasi. 
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4). Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kelancaran 
pelaksanaan tugasnya atas persetujuan pengurus. 
5). Melaporkan kepada DSN dan pihak yang berwenang tentang 
keadaan kesyariahan KJKS dan UJKS Koperasi.122 
Dari hasil penelitian menunjukkan  pengawasan terhadap 
KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri  dalam bentuk keikutsertaan 
DPS dalam proses pembiayaan pembelian barang dan pembayaran 
dalam transaksi jasa/Ijarah; diadakannya pengajian di kantor KJKS 
BMT Mitra Mandiri Wonogiri setiap hari sabtu dengan pembawa 
materi dari DPS Saefudin Aziz pada sabtu pertama dan keempat ; 
diutusnya pengurus untuk mengikuti seminar, lokakarya, diskusi 



















                                                 
122 Kementerian Koperasi..., op. cit. hlm.  16-17. 




A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan,  dalam 
penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah diterapkannya 
Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
dalam konteks Prinsip Syariah,  dan kaitanya dengan konteks prinsip 
syariah pada produk pembiayaan di KJKS BMT Mitra Mandiri 
Wonogiri, dari hasil penelitian  menunjukkan  telah diterapkannya 
pasal 2 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah,  yaitu tidak ditemukannya unsur-unsur : 
Perjudian (maisyir),  ketidak jelasan (Gharar), Bunga (riba), suap 
menyuap (Risywah), dan kebatilan (Dhulm/ Zalim). 
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)  pada Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) dalam bentuk bank  mendapatkan legitimasi dari DSN karena 
sejak awal pendiriannya bank syariah harus menyertakan calon 
anggota DPS untuk diadakan uji  kelayakan dan kepatutannya oleh 
bank Indonesia untuk selanjutnya dimintakan rekomendasi dari DSN 
MUI. Lain halnya dengan BMT  pengangkatan DPS tidak melalui 
mekanisme seleksi sehingga siapapun dapat diangkat .   DPS 
bertanggung jawab penuh atas konsistensi BMT dalam menjalankan 
norma-norma dalam konteks prinsip syariah   sebagai landasan 
idiologi Lembaga Keuangan Syariah (LKS).  Kaitannya dengan   
Pengawasan dari aspek operasional dan produk baik penghimpunan 
maupun pembiayaan,  KJKS BMT Mitra Mandiri Wonogiri telah 
memiliki 2 orang DPS yang lebih berperan sebagai konsultan. Dan  
apabila ditinyau dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah maka mekanisme pengangkatan maupun sistem kerja DPS 
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pada KJKS BMT  membuka peluang untuk menselisihi prinsip syariah 
dalam operasional KJKS BMT.  
 
B. Implikasi 
Konsekwensi logis dari kesimpulan tersebut adalah : 
1. Diterapkannya Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah dalam konteks Prinsip Syariah  pada Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) yang dalam penelitian ini KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri, dalam hubungan vertikal menunjukkan ketaatan 
hamba terhadap sang pencipta (khaliq) karena telah melaksanakan 
amanah umat Islam yang berkeinginan melaksanakan syariah Islam 
dalam bidang ekonomi dan akan bernilai ibadah. Dan dalam hubungan 
horisontal (sesama makhluq)  menunjukkan kejujuran dari pengelola 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap para anggota yang secara 
idiologis  telah mempercayakan diri untuk berinvestasi pada Lembaga 
keuangan Syariah (LKS). Juga akan mengembangtumbuhkan 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam persaingan global pada 
dunia perbankan, karena secara alami (sunnatullah) suatu lembaga 
keuangan yang menerapkan norma-norma Islami  atau dalam konteks 
prinsip syariah yaitu menghindari unsur-unsur :  Perjudian (maisyir),  
ketidak jelasan (Gharar), Bunga (riba), suap menyuap (Risywah), dan 
kebatilan (Dhulm/ Zalim),  dan dikelola dengan manajemen sumber 
daya manusia (SDM) kapabel, profesional,  maka lembaga keuangan 
dimaksud akan semakin sukses dan mampu berkompetisi pada dunia 
global termasuk dalam bidang ekonomi. 
2. Setiap Lembaga Keuangan Syariah  termasuk didalamnya KJKS BMT  
tentu menginginkan  keuntungan (profit oriented) dan terkadang 
mengabaikan norma-norma Islami atau dalam kontek prinsip syariah. 
Karenanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) semakin urgen 
berbanding lurus  dengan  krisis moralitas  para pengelola  lembaga 
keuangan syariah (LKS), untuk lembaga keuangan syariah yang 
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berbentuk perbankan aturan dan mekanisme pengangkatan, fungsi dan 
tugas dewan pengawas syariah (DPS) telah jelas yaitu pada  awal 
pendiriannya bank syariah harus menyertakan calon anggota DPS 
untuk diadakan uji  kelayakan dan kepatutannya oleh bank Indonesia 
untuk selanjutnya dimintakan rekomendasi dari DSN MUI. Lain 
halnya dengan KJKS BMT  pengangkatan DPS tidak melalui 
mekanisme seleksi yang ketat sehingga siapapun dapat diangkat,  
konsekwensinya kwalitas DPS kurang terjamin, pengawasan kurang 
atau tidak menyasar karena kurangnya pengetahuan DPS dalam bidang 
ekomi syariah, dan ini membuka peluang lembaga keuangan syariah 
non bank untuk menyalahi atau tidak diterapkannya Undang-Undang 
Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam konteks 
Prinsip Syariah konsekwensi logisnya akan menyurut kepercayaan 
umat Islam yang secara idiologis ingin melaksanakan syariah Islam 
dan  konsekwensi terburuknya adalah  kebangkrutan.  
C. Saran 
1. Dalam rangka melaksanakan amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar 
1945, dan menghidupkan ekonomi kerakyatan dan  semakin 
berkembangnya lembaga mikro syariah, baik secara kwantitas maupun 
kwalitas dan begitu  dekatnya hubungan lembaga mikro syariah 
dengan masyarakat ekonomi tingkat bawah (wong cilik/grass road) 
yang manfaatnya sangat dirasakan, maka  hendaknya pemerintah 
segera membuat dan  mengajukan Rencana Undang Undang (RUU)   
dalam  bidang lembaga mikro syariah, sehingga keberadaannya secara 
yuridis formal semakin terlindungi, sebagaimana  pada lembaga 
perbankan.  
2. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan fungsi dan 
perannya begitu urgen dalam menerapkan Undang-Undang Nomor. 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam konteks Prinsip 
Syariah, untuk lembaga perbankan  aturan dan mekanisme 
pengangkatannya sudah jelas, sementara untuk lembaga keuangan 
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nonbank sampai saat ini belum diatur secara rinci, karena kepada 
pemerintah hendaknya bersikap adil dalam memperlakukan  adil 
terhadap lembaga keungan syariah nonbank yaitu dengan membuat 
peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diberlakukan pada 
bank syariah. 
3. Kepada para pengurus, pengelola lembaga keuangan syariah non 
bank diantaranya KJKS BMT termasuk didalamnya KJKS BMT Mitra 
Mandiri Wonogiri, dengan keterbatasan fasilitas, modal, sumber daya 
manusia,  peraturan perundang-undangan dan keterbatasan lainnya, 
hendaknya dalam mengelola KJKS BMT  diniatkan untuk ibadah, 
mencari ridha Allah (mardhatillah),  dan senantiasa meningkatkan 
profesionalitas dalam pelayanan terhadap anggota, pengetahuan 
tentang ekonomi syariah dan lainnya, sehingga jerih payahnya akan 
bernilai ibadah, karena  termasuk  ikut berpartisipasi dalam 
meringankan beban atau bahkan mengentaskan para dhuafa'/fakir 
miskin dari penderitaan karena kekurangan ekonomi.  
4. Kepada  umat Islam hendaknya berpartisipasi dalam 
mengembangtumbuhkan lembaga keuangan syariah (LKS)  dan 
menjauhkan diri dari apriori dengan statemen menyamakan lembaga 
keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional sementara 
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